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BERITA ACARA EVALUASI PEKERJAAN

NOMOR

TANGGAL

PEKERJAAN

TAHUN ANGGARAN

PL. 102 / 62 / 12 / PIP.SMG-2022

29 Maret 2022

Pengadaan Masker Taruna
2022

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh sembilan bulan Maret Tahun dua ribu dua puluh dua
(29-03-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pembuat Komitmen Barang
dan Jasa untuk pekeijaan tersebut diatas, dengan mengambil tempat di Unit Pengadaan
Barang dan Jasa PIP Semarang, telah mengadakan rapat Evaluasi Pekeijaan terhadap
Penyedia Barang/Jasa untuk pekeijaan tersebut diatas.
Rapat dipimpin oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
Hadir dalam rapat
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BARANG/JASA ;

i. HERI PRASETYO, S.M.

PENYEDIA BARANG DAN JASA

NAMA PERUSAHAAN

ALAMAT

NPWP

CV. PUTRA MANDIRI

Jl. Kerapu IIE4 Tanjungmas, Semarang Utara,
Semarang.

01.896.686.1-504.000

NO URAIAN

KELENGKAPAN

(+)
KETERANGAN

Sesuai
Tdk

Sesuai

1 Kualitas Barang/Jasa; + Sesuai Spesifikasi Teknis

2 Waktu Pelaksanaan

Pekeijaan
+

Sesuai Surat Perintah Keija
(SPK)

3 Dokumen Tagihan
+

Sesuai Peraturan Presiden

No. 12 Tahun 2021

BASIL AKHIR SESUAI

Demikian Berita Acara Evaluasi Pekeijaan untuk Paket Pekerjaan Pengadaan
Masker Taruna ini dibuat. Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen

HERI PRASETYO. S.M.

Penata Muda (IIEa)
NIP. 19850429 201012 1 003



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM ^KAN

POLITEKNIK ILMU RELAYARAN SEMARANG
1  JALAN SINGOSARI 2A TELP, (62)024-8311527 FAX : (62)024-8311529

SEMARANG (62)024-8311528 Email : info@pip-semarang.ac.id
KODE PCS 50242 Home Page; www.DiD-semaranq.ac.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor: PL. 102 / 60 / 12 / PIP.SMG-2022

Paket Pekeijaan : Pengadaan Masker Taruna.

Y^g bertanda tangan di bawah ini;
Nama : HERl PRASETYO, S.M.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen RM
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;
berdasarkan SPK aoraor PL. 102 / 60 / 11 / PIP.SMG-2022 Tanggal 25 Maret 2022, bersama
ini memerintahkan:

Nama Penyedia : CV. PUTRA MANDIRI
Alamat : Jl. Kerapu III/4 Tanjungmas, Semarang Utara, Semarang
yang dalam hal ini diwakili oleh Sudiro,
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;
untuk segera memulai pelaksanaan pekeijaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:
1. Paket pengadaan: Pengadaan Masker Taruna;
2. Tanggal mulai keria: 25 Maret 2022;
3. Svarat-svarat pckeriaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama 5 (Lima) hari kalender dan pekeijaan harus sudah selesai pada

tanggal 29 Maret 2022;
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekeijaan Penyedia

akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK sesuai
ketentuan dalam SPK.

Semarang, 25 Maret 2022
Untuk dan atas nama POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Pejabat Pembuat Komitmen

(

HERI PRASETYO. S.M.

PPKRM

NIP. 19850429 201012 1003

Menerima dan raenyetujui:
Untuk dan atas nama CV. PUTRA MANDIRI

Dr
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SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SATUAN KERJA :

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

NOMOR DAN TANGGAL SPK:

Nomor : PL. 102 / 60 / 11 / PlP.SMG-2022

Tanggal : 25 Maret 2022

NamaPPK HERl PRASETYO, S.M.

Nama Penyedia CV. PUTRA MANDIRI

PAKET PENGADAAN;

PENGADAAN MASKER TABLUVA

NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN

PENGADAAN LANGSUNG:

Nomor : PL. 102 / 57 / 12 / PlP.SMG-2022

Tanggal : 22 Maret 2022

NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL

PENGADAAN LANGSUNG :

Nomor : PL. 102 / 59 / 9 / PlP.SMG-2022

Tanggal : 24 Maret 2022

SUMBER DANA: DTPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 imtuk mata anggaran kegiatan:
022.12.DL.39%.SAB.006.60I.B.521241

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 25 - 29
Maret 2022

JENIS KONTRAK: Harga Satuan.

Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 198.392.040,- (Seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus
sembilan puluh dua ribu empat puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO URAIAN VOLUME

HARGA

HARGA

SATUAN
JUMLAH

1 Masker 5052 pax Rp 35.700,00 Rp 180.356.400,00

JUMLAH Rp 180.356.400,00

PPN 10% Rp 18.035.640,00

TOTAL Rp 198.392.040,00

Terbilang: Seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat
puluh rupiah



SURAT PERINTAH KERJA

(SPK)

SATUAN KERJA:

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

NOMOR DAN TANGGAL SPK;

Nomor : PL. 102 / 60 / i i / PIP.SMG-2022

Tanggal : 25 Maret 2022

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:

a. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas
pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan Jumlah atau volume,
ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.

b. Dalam hal pengajuan permintaan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan
permohonan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri Berita Acara
Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekeijaan.

c. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekeijaan seiesai 100 % melalui Kantor Pelayanan
dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dibayarkan dan atau disetor melalui PT. Bank
Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Utama Semarang a/n CV. PUTRA
MANDIRI dengan Nomor Rekening : 1,034,14041.6

d. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak Kedua
dikcnakan dcnda scbcsar 1 %o (satu per scribu) dari harga kontrak untuk sctiap hari kclambatan
dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang
ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut.

e. Apabila teijadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan cara
musyawarah dan atau oleh Panitia Pendamai dan apabila keputusan tidak dapat diterima oleh
salah satu pihak, akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.

Untuk dan atas nama

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen RM

1U.%

iETERAl

TEMPEk-
C5EA4AJX415

HERl PRASETYO. S.M.

Penata Muda (I I I/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. PUTRA MANDIRI

Dir
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POLITEKNIK ILMU RELAYARAN SEMARANG
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SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SATUAN KERJA :

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

NOMOR DAN TANGGAL SPK:

Nomor : PL. 102 / 60 / 11 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 25 Maret 2022

NamaPPK HERI PRASETYO, S.M.

Nama Penyedia CV. PUTRA MANDIRI

PAKET PENGADAAN;

PENGADAAIS MASKER TABUNA

NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN

PENGADAAN LANGSUNG:

Nomor : PL. 102 1511X21 PIP.SMG-2022

Tanggal : 22 Maret 2022

NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACABA HASIL

PENGADAAN LANGSUNG:

Nomor : PL. 102 / 59 / 9 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 24 Maret 2022

SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan:
022.12.DL.3996.SAB.006.60I.B.521241

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 25 - 29
Maret 2022

JENIS KONTRAK: Harga Satuan.

Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 198.392.040,- (Seratus sembilan puliih delapan juta tiga ratus
sembilan puluh dua ribu empat puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO URAIAN VOLUME

HARGA

HARGA

SATUAN
fUMLAH

1 Masker 5052 pax Rp 35.700,00 Rp 180.356.400,00

JUMLAH Rp 180.356.400,00

PPN 10% Rp 18.035.640,00

TOTAL Rp 198.392.040,00

Terbilang: Seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat
puluh rupiah



SURAT PERINTAH KERJA

(SPK)

SATUAN KERJA:

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

NOMOR DAN TANGGAL SPK:

Nomor : PL. 102 / 60 / i 1 / PiP.SMG-2022

Tanggal : 25 Maret 2022

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:

a. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas
pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume,
ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.

b. Dalam hal pengajuan permintaan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan
permohonan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri Berita Acara
Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

c. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekeijaan selesai 100 % melalui Kantor Pelayanan
dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dibayarkan dan atau disetor melalui PT. Bank
Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Utama Semarang a/n CV. PUTRA
MANDIRI dengan Nomor Rekening : 1,034.14041.6

d. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak Kedua
dikcnakan dcnda scbcsar 1 %o (satu per scribu) dari harga kontrak untuk sctiap hari kclambatan
dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang
ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut.

e. Apabila teijadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan cara
musyawarah dan atau oleh Panitia Pendamai dan apabila keputusan tidak dapat diterima oleh
salah satu pihak, akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.

Untuk dan atas nama

Politeknik llmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen RM

HERl PRASETYO. S.M.

Penata Muda (Ill/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. PUTRA MANDIRI

yk) )

Ml,
< TEl

1F1VB9AJX4151«1^

Dirfelctur
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BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
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POLITEKNIK ILMU RELAYARAN SEMARANG
TELP. (62)024-8311527

(62)024-8311528
JALAN SINGOSARI 2A

SEMARANG

FAX : (62)024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id

KODE POS 50242 Home Page: www.DlD-semaranQ.ac.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SATUAN KERJA :

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

NOMOR DAN TANGGAL SPK:

Nomor : PL. 102 / 60 / 11 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 25 Maret 2022

Nama PPK HERIPRASETYO, S.M.

Nama Penyedia CV. PUTRA MANDIRI

PAKET PENGADAAN:

PENGADAA.N MASKER T-ARUNA

NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN

PENGADAAN LANGSUNG:

Nomor : PL. 102 1511X1! PIP.SMG-2022

Tanggal : 22 Maret 2022

NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL

PENGADAAN LANGSUNG :

Nomor : PL. 102 / 59 / 9 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 24 Maret 2022

SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan:
022.12.DL.39y6.SAB.006.601.B.521241

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 25 - 29
Maret 2022

JENIS KONTRAK: Harga Satuan.

Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 198.392.040,- (Seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus
sembilan puluh dua ribu empat puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO URAIAN VOLUME

HARGA

HARGA

SATUAN
lUMLAH

1 Masker 5052 pax Rp 35.700,00 Rp 180.356.400,00

JUMLAH Rp 180.356.400,00

PPN 10% Rp 18.035.640,00

TOTAL Rp 198.392.040,00

Terbilang: Seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat
puluh rupiah



SURAT PERJNTAH KERJA

(SPK)

SATUAN KERJA:

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

NOMOR DAN TANGGAL SPK:

Nomor : PL. i02 / 60 / i i / PiP.SMG-2022

Tanggal : 25 Maret 2022

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:

a. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggimgjawab atas
pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume,
ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.

b. Dalam hal pengajuan permintaan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan
permohonan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri Berita Acara
Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekeijaan.

c. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekeijaan selesai 100 % melalui Kantor Pelayanan
dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dibayarkan dan atau disetor melalui PT. Bank
Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Utama Semarang a/n CV. PUTRA
MANDIRI dengan Nomor Rekening : 1.034.14041.6

d. Apabita dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak Kedua
dikcnakan dcnda scbcsar 1 %o (satu per scribu) dari harga kontrak untuk sctiap hari kclambatan
dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang
ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut.

e. Apabila teijadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan cara
musyawarah dan atau oleh Panitia Pendamai dan apabila keputusan tidak dapat diterima oleh
salah satu pihak, akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.

Untuk dan atas nama

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen RM

HERI PRASETYO. S.M.

Penata Muda (Ill/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. PUTRA MANDIRI

h:

A/

Direkt



SYARATUMUM

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab
atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau
volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
b. PENYEDIA yang ditunjidc berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam
jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang
tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik
Indonesia.

3. PENYEDIA JASA KONSULTANSIMANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggungjawab penuh terhadap personel serta
pekeijaan yang dilakukan

4. BIAYA SPK

a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead
serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).

b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi
penawaran biaya.

5. HAKKEPEMILIKAN

a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau
disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika
diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal
pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap
pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat
SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut
harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia
dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain
yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap lelah lermasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh
pekeijaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekeijaan tertentu.
Pongdihan seluruh pekeijaan hanya diperbolehkandalam hal pergantian nama penyedia,
baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.



8. JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada
tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Keija (SPMK).

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai keija yang tercantum dalam
Surat Perintah Mulai Keija.

c. Penyedia hams menyelesaikan pekeijaan sesuai jadwal yang ditentukan.
d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekeijaan sesuai jadwal karena

keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut
kepada PPK, maka PPKdapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas
penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah
Mulai Keija sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya keeelaka^

pelaksanaan pekeijaan, serta pekeija untuk pelaksanaan pekeijaan, atas segala
risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak
dapat diduga;

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat keijanya; dan
h. Bfisamya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran .dan texmasuk dalam

harga SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah
disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekeijaan berdasarkan SPK ini.

n. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa
batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab,
kewajiban, kehilangan, kemgian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya
(kecuali kemgian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau
kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut
terhitung sejak Tanggal Mulai Keija sampai dengan tanggal penandatanganan berita
acara penyerahan akhir:
1) kehilangan atau kemsakan peralatan dan harta benda penyediadan Personil;
2) cideratubuh, sakit atau kematian Personil;
3) kehilangan atau kemsakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian

pihak ketiga;
b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Keija sampai dengan tanggal penandatanganan berita

aeara penyerahan aw^, semua risiko kehilangan atau kemsakan Hasil Pekeijaan ini,
Bahan dan Perlengkapan mempakan risiko penyedia, kecuali kemgian atau kemsakan
tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan
pekeijaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat
memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas
semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.



13. LAPORANHASILPEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekeijaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan
pekeijaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekeijaan. Hasil
pemeriksaan pekeijaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekeijaan.

b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekeijaan, seluruh
aktivitas kegiatan pekeijaan di lokasi pekeijaan dicatat dalam buku harian sebagai
bahan laporan harian pekeijaan yang berisi rencana dan realisasi pekeijaan harian.

c. Laporan harian berisi:
1) penempatan tenaga keija untuk tiap macam tugasnya;
2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
3) jenis dan kuantitas pekeijaan yang dilaksanakan;
4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang

berpengaruh terhadap kelancaran pekeijaan; dan
5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan
disetujui oleh wakil PPK.

e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan
fisik pekeijaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu
ditonjolkan.

f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan
fisik pekeijaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

g. Untidc merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi
pelaksanaan pekeijaan di lokasi pekeijaan.

14. WAKTU PENYELESAIANPEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekeijaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekeijaan
sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekeijaan selambat-Iambatnya
pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

b. Jika pekeijaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar
atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka
penyedia dikenakan denda.

c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi
maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak
dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh ParaPihak untuk diperpanjang.

d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal
penyelesaian semua pekeijaan.

15. SERAHTERIMAPEKERJAAN

a. Setelah pekeijaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekeijaan.

b. Sebelum dilaku^n serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil
pekeijaan.

c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekeijaan dapat dibantu oleh pengawas
pekeijaan dan/atau tim teknis.

d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekeijaan, penyedia
wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.

e. PPK menerima hasil pekeijaan setelah seluruh hasil pekeijaan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan SPK.



f. Pembayaran dilakukati sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah
pekeijaan selesai.

16. PERUBAHANSPK

a. SPK hanya dapat diubah melalui adendutn SPK.
b. PerubahanSPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi

lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
4) mengubah jadwal pelaksanaan pekeijaan.

c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan
Kontrak.

17. P^STIWAKOMP^SASI

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekeqaan;
2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai

jadwal yang dibutubkan;
4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian

tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian temyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekeqaan;
7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga

sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
8) ketentuan lain dalam SPK.

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau
keterlambatan penyelesaian pekeijaan maka PPK berkewajiban untuk membayar
ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekeijaan.

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan
kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian
nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekeijaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan
data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada
PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian
pekeijaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

a. Jika teqadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekeijaan akan melampaui
tanggal penyelesaian maka penyedia berhak imtuk meminta perpanjangan tanggal
penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan
Pfingawas Pekeijaan mempeipanjang tanggal penyelesaian pekeijaan secara teitulis.
Perpanjangan tanggal penyelesaian harus ̂ lakukan melalui adendum SPK.

b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan
penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.



19. PENGHENTIANDANPEMUTUSANSPK

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan

prestasi pekeijaan yang telah dicapai, tennasuk:
1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekeijaan ini. Bahan

dan perlengkapan ini hams diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan
selanjutnya menjadi hak milikPPK;

2) biaya langsung demobilisasi personel.
c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata,pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam

proses Pengadaan yang 4iputuskan ol^ instansi yang berwenang;
2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran

persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi
yang berwenang;

3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperb^iki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekeijaan;
5) penyedia menghentikan pekeijaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam

program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
7) Penyedia gagal memperbaiki kinega setelah mendapat Surat Peringatan

sebanyak 3 (tiga) kali;
8) peny^ia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka

waktu yang ditetapkan oleh PPK;
9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan

pekeijaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan)
hari;dan/atau

10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan
angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
1) Sisa uang muka hams dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan

(apabila diberikan);
2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.

a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur,
melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan penuidmig-
undangan.

20. PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi hasil pekeijaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan
ketentuan:

1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekeijaan;
2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
3) pembayaran hams dipotong denda (apabila ada), dan pajak;

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekeijaan selesai 100% (seratus
persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.



c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari keija setelah pengajuan permintaan
pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran
kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar(PPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan
untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan
perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang
menjadi perselisihan.

21. DENDA

a. Jika pekeijaan tidak dapat disdesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekeijaan
karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk
membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk
setiap hari keterlambatan.

b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan
Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual
Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan
secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini
atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekeijaan. Jika perselisihan tidak
dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui
Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGANPEMBERIANKOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan keija PPK telah atau akan
menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak
langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan
pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen

PIP Semarang

Untuk dan atas nama Penyedia

CV. PUTRA MANDIRI

HERI PRASETYO. S.M.

Penata Muda (Ill/a)
NIP. 19850429 20I0I2 I 003

Q
Dire



SYARATUMUM

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab
atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau
volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekeijaan dalam
jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang
tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik
Indonesia.

3. PENYEDIA JASA KONSULTANSIMANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggungjawab penuh terhadap personel serta
pekeijaan yang dilakukan

4. BIAYA SPK

a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead
serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).

b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi
penawaran biaya.

5. HAK KEPEMILIKAN

a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau
disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika
diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal
pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konst^uksi^ahan yang disediakan oleh PPK tetap
pada PPK, dan semua peralatan tersebut hams dikembalikan kepada PPK pada saat
SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut
hams dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia
dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain
yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah lermasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau selumh
pekeijaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekeijaan tertentu.
Pengalihan sehiruh pekeijaan hanya diperbolehlcan dalam hal pergantian nama penyedia,
baik sebagai akibat peleburan {merger) atau akibat lainnya.



8. JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada
tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Keqa (SPMK).

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai keija yang tercantum dalam
Surat Perintah Mulai Keija.

c. Penyedia hams menyelesaikan pekeijaan sesuai jadwal yang ditentukan.
d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekeijaan sesuai jadwal karena

keadaan dluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut
kepada PPK, maka PPKdapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas
penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah
Mulai Keija sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan imtuk:
1) s^ua b^ngdan peralatan yang mempunyai risiko tinggi teijadinya kecelakaan,

pelaksanaan pekerjaan, serta pekeija untuk pelaksanaan pekeijaan, atas segala
risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak
dapat diduga;

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat keqanya; dan
h. B.es5roy.a asuransi sudah dipexhitungkan dalam pmwamn dan termasnk dalam

harga SPK.

10. PENUGASANPERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah
disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekeijaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa
batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab,
kewajiban, kehilangan, kemgian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya
(kecuali kemgian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau
kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut
terhitung sejak Tanggal Mulai Keija sampai dengan tanggal penandatanganan berita
acara penyeiahan akhir:
1) kehilangan atau kemsakan peralatan dan harta benda penyediadan Personii;
2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personii;
3) kehilangan atau kemsakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian

pihak ketiga;
b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Keija sampai dengan tanggal penandatanganan berita

acara penyeiahan awal, semua risiko kehilangan atau kemsa^n Hasil Pekeijaan ini,
Bahan dan Perlengkapan mempakan risiko penyedia, kecuali kemgian atau kemsakan
tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan
pekeijaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat
memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas
semua pelaksanaan pekeijaan yang dilaksanakan oleh penyedia.



13. LAPORANHASILPEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekeijaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan
pekeijaan dalam rangka pengawasankualitas dan waktu pelaksanaan pekeijaan. Hasil
pemeriksaan pekeijaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekeijaan.

b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekeijaan, seluruh
aktivitas kegiatan pekeijaan di lokasi pekeijaan dicatat dalam buku harian sebagai
bahan laporan harian pekeijaan yang berisi rencana dan realisasi pekeijaan harian.

c. Laporan harian berisi:
1) penempatan tenaga keija untuk tiap macam tugasnya;
2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
3) jenis dan kuantitas pekeijaan yang dilaksanakan;
4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang

berpengaruh terhadap kelancaran pekeijaan; dan
5) oatat^-catatmi lain yang berkonaandeng^ pelaksanaan.

d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan
disetujui oleh wakil PPK.

e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan
fisik pekeijaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu
ditonjoton.

f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan
fisik pekeijaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi
pelaksanaan pekeijaan di lokasi pekeijaan

14. WAKTU PENYELESAIANPEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekeijaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekeijaan
sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekeijaan selambat-lambatnya
pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

b. Jika pekeijaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar
atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka
penyedia dikenakan denda.

c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi
maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti mgi tidak
diken^n jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal
penyelesaian semua pekeijaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

a. Setelah pekegaan selesai 100% (seratus persen), peiiye(ha mengajukan permintaan
secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekeijaan.

b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil
pekeijaan.

c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekeijaan dapat dibantu oleh pengawas
pekeijaan xlan/atau tim teknis.

d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekegaan, penyedia
wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.

e. PPK menerima hasil pekeijaan setelah seluruh hasil pekeijaan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan SPK.



f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah
pekeijaan selesai.

16. PERUBAHANSPK

a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
b. PerubahanSPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi

lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
4) mengubah jadwal pelaksanaan pekeijaan.

c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan
Kontrak.

17. PERISTIWAKOMPENSASI

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekeijaan;
2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai

jadw^il yang .dib.utuhkan;
4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian

tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian temyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekegaan;
7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga

sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
8) ketentuan Iain dalam SPK.

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau
keterlambatan penyelesaian pekeijaan maka PPK berkewajiban untuk membayar
ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekeijaan.

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan
kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian
nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekeijaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan
data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada
PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian
pekeijaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

a. Jika teijadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekeijaan akan melampaui
tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal
penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan
Pfingawas Pekeijaan nxemperpanjang tanggal penyelesaian pekeijaan secara teitulis.
Perpanjangan tanggal penyelesaian hams dilakuimn melalui adendum SPK.

b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan
penelitian terhadap usulan teiMis yang diajukan oleh penyedia.



19. PENGHENTTANDANPEMUTUSANSPK

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesiiai dengan

prestasi pekeijaan yang telah dicapai, termasuk:
1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekeqaan ini. Bahan

dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan
selanjutnya menjadi hak milik PPK;

2) biaya langsung demobilisasi personel.
c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata,peniutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam

proses Pengadami yang diputuskan oleh instansi ymig berwen^g;
2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran

persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi
yang berwenang;

3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak

4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekeijaan;
5) penyedia menghentikan pekeijaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam

program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
7) Penyedia gagal memperbaiki kineqa setelah mendapat Surat Peringatan

sebanyak 3 (tiga) kali;
8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka

waktu yang ditetapkan oleh PPK;
9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan

pekeijaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan)
hari;dan/atau

10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan
angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan

(apabila diberikan);
2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
3) penyediadikenakan SanksiDaftarHitam.

a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur,
melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
pengadaan, rnaka PPK dikenakan sanfcsi berdasarkmi peratman peiundang-
undangan.

20. PEMBAYARAN

a, pembayaran prestasi hasil pekeijaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan
ketentuan:

1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekeijaan;
2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekeqaan selesai 100% (seratus
persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandataneani.



c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan
pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran
kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan
untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan
perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang
menjadi perselisihan.

21. DENDA

a. Jika pekeijaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekeijaan
karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk
membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk
setiap hari keterlambatan.

b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan
Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual
Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan
secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini
atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekeijaan. Jika perselisihan tidak
dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui
Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan keija PPK telah atau akan
menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak
langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan
pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Pejabat Pembuat Komitmen
PIP Semarang CV. PUTRA MANDIRI

HERI PRASETYO. S.M.

Penata Muda (Ill/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Dire



KOREKSl ARITMATIK

KANTOR/SATICER

KEGIA'CAN

5EKERJAAN

TEMPAT

TAHUNANGGARAN

POLITEKNIKILMU PELAYAJUN SEMARANG

PENDIDIKAN DAN PEL/VTIUAN VOKASL PENDIDIjaN TRANSPORTASE PENDIDIKAN VOKASI BID.VNG INFRASTRUKTCR

PENGAPAAN MASKER TARUNA

JL. SlNGOSAm 2A SEMARANG

2022

OWNER USTIMA TE (Oi:) / UARGA PERKlRiV^\N SKNUIKI (HPS) RAU CV. PUTR.V MANDIRl NEGO

NO NAMA BARANG JUMtAlI
UARGA (Rp) HARGA(Rp) IIARGA (Rp)

. JiATUAN JUMLAH SATUAN JUMLAH S.\TUiVN JUMLAH

1 Masker 5052 pax Rp 35.900 Rp 181.366.800) Rp 35.800 Rp. 180.861.600 Rp 35.700 Rp 180.356.400

JUMLAH Rp 181.366.800, JUMEAH Rp. 180;861.600 JU.MLAH Rp 180.356.400

PPN Rp 1R136.680 PPN Rp 18.086.160 PPN Rp 1&035.640

TOTAL. Rp 199.503.480 TOTAL Rp 198.947.760 TOTAL Rp 198^92.040

PEJABAT PENGADAAN RVRANGGASA

PIP SEMARANG

KRISTIN ANITA 1NDRI\UNI. S.ST. MM

?en)biaa, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002

PENAWARApi

KOREKSl

SELISni

TERUADAP HPS

PROSENTASE

R|il98.947J60 PENAWARAN

R|] 198.947.760 KOREKSl

RpO SELISIH

•RpSSSJ20 TERHADAP HPS

-0^8% PROSENTASE

Rpl98392.040

RpI9a392.040

RpO

•Rpl.111.440

•0,56%



EVALUASIHARGA PENAWARAN

KAN^SOR/SATKER

KEGIATAN

PEKERJAAN

TEMPAT

TAHUN ANGGARAN)

POLITEKNIKILMU FEIAYARAN SEMARANG

PENDIDIICVN DAW PELATIHAN VOKASL PENDIDIKAJI TRA^■SPORTASL PE^DIDIKAN VOICASIBIDANGINFRASTRUKTUR
PUNGi\D.UN MASKER TARUNA
Jl> SINGOSARI2A SEM<\RANG
2022

OWNER ESTIMATE (OEXt/HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) rab cv. putra mandiri

NO namabarang; JUMtAH
HARGA (Rp) HARGA SAT.

(Rp)
PROSENTASE

(%)
KETERANGAN

TOTAL HARGA

,  SATUAN JVMLAH (Rp)

1 Masker 5052 pax 35.900,00 181.366.800.00 35.800.00 100% WAJAR Rp 180.861.600

JUMLAH Rp 181.366.800 JOMLAH Rp 180.861.600

PPN Rp 18.136.680 PPN Rp 1&086.160

TOTAL Rp 199.503.480 TOTAL Rp 198.947.760

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
m SEMARANG

KRISTIN ANITA INpRlYANI. &ST. MM
Pembina, IV/a

NIP. 19800602.200212 2 0Q2

PENAWARAN

KOREKSI

SELISm

TERHADAP HPS

PROSENTASE

Rpl98.947.760/

Rpl98.947.760i

RpO.

-Rp555.72ft

►0,28%,



EVALUASIPENAWARAIV ADMINISTRASI. TEKNIS DAN BIAYA

KANTQR/SATKER

I^GIATAN

SEKERJAAN

TEMPAT

TAHUNANGGARAN,

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SBMARANG :

PEI4DIDUCAN DAN PELAXmAN VOKASL PENDIDIKAN TRANSPORTASL PENDIDIKAN VOKASIfBIDANG INFRASTRUKTVR

PENGAOAAN MASKER TARUNA

JL. SING<)SARI2A SEMARANG

2022

, NO. NAAU PBRUSAMAAN
SYARVT-SYARAT PENAWARAN

KETERANGAN

1 2 3 4 • 5A SB , SC. ' , SD ;  s£ SF ^  SG

1 CV. PUTRA MANDIRI + + 4r + + + +• + 1  + + + LULUS

KETERANGAN:

1. SURATPENAWARAN

2. JADWAL WAKTU PELAKSANAAN, (TIMESCHEDULLE)

3. SPESIFIKASI TEKNIS

4. RENCANA ANGOARAN BIAYA (RAB)

5. DOKUMENICUALIFIKASI

A. PAKTAINTEGRnAS

B. FORMUURISIAN KUALIFIKASI

C.FOTOCOPYSIUP'

D.FOTOCOPYTDP

E.FOTOCOPYNPWP

F. FOTOCOPY SPT TAHUNjTERAKHIR

G. FOTOCOPY SPK/KONTRAK

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA

PIPSEMARANG

KRISTIN ANITA nVDRIWNl. &ST. MM

P^bina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002

Keterangan

+  : Ada

:TidaI;Ada

+  : Ada,TidakMemenul}i

= LULUS

= TIDAK LULUS

= TIDAK LULUS



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK ILMU RELAYARAN SEMARANG
^KAN

1  JALAN SINGOSARI 2A TELP. (62)024-8311527 FAX : (62)024-8311529
SEMARANG (62)024-8311528 Email : info@pip-semarang.ac.id

KODE POS 50242 Home Paae: vwvw.DiD-semaranq.ac.id

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN PENAWARAN

H a r i

Tanggal
Pimpinan rapat
Acara

Rabu

23 Maret 2022

Hejabat Fengadaan Barang 'Jasa
Pembukaan Penawaran untuk Pengadaan Masker Taruna

Pelabai Peagadaafl BaraBg/Jasa

NO N AMA TANDA TANGAN

1.
KRISTIN ANITA

INDRIYANI. S.ST, MM
1

Penvedia Barang/Jasa

No Nama Perusahaaa TANDA TANGAN

1. SUDIRO CV. PUTRA MANDIRI

'



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK ILMU RELAYARAN SEMARANG
^KAN

1  JALAN SINGOSARI 2A TELP. (62)024-8311527 FAX ; (62)024-8311529
SEMARANG (62)024-8311528 Email : info@pip-semarang.ac.id

KODE POS 50242 Home Page: www.p'ip-semaranq.ac.id

BERTTA ACARA PEMBIJKAAN PENAWARAN (BAPP)

NOMOR :  PL. 102 / 58 / 8 / PIP.SMG-2021

TANGGAL :  23 Maret 2022

PEKERJAAN Pengadaan Masker Taruna
TAHUN ANGGARAN ;  2022

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh tiga bulan Maret Tahun Dua ribu dua puluh dua (23-03-
2022) dengan mengambil tempat di Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang, telah
diadakan rapat Pembukaan Penawaran untuk pekeijaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Hadir dalam rapat ini terdiri ;
1  Pejabat pengadaan barang/Jasa PIP Semarang
2  Penyedia Barang Barang dan Jasa; CV. PUTRA MANDIRi

Pokok acara rapat adalah sebagai berikut;
Bahwa Perusahaan CV. PUTRA MANDIRI telah memasukkan penawaran untuk Pengadaan
Masker Taruna. Nilai penawaran yang diajukan adalah sebesar Rp. 198.947.760,- (Seratus
sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh
rupiah) harga tersebut sudah termasuk keuntungan dan pajak yang berlaku. Jangka w^tu
penawaran adalah 15 (lima belas) hari kalender, Jangka waktu pelaksanaan 5 (lima) hari
kaiender.

Demikian Berita Acara Pembukaan Penawaran untuk Pengadaan Masker Taruna ini dibuat
dalam rangkap secukupnya dan ditanda tangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

1. KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

Penvedia Barang/Jasa

TANDA-TANGAN

1. SUDIRO CV. PUTRA

MANDIRI

■X
V*



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIKILMU RELAYARAN SEMARANG
TELP. (62)024-8311527

(62)024-8311528
JALAN SINGOSARI 2A

SEMARANG

FAX ; (62)024-8311529
Email ; info@pip-semarang.ac.ld

KODE POS 50242 Home Page: www.DiD-semaranq.ac.id

^KAN

LAMPIRAN BERITA ACARA PEIVTBITKAAN DOKUMEN PENAWARAN (BAPP)

NOMOR

TANGGAL

PEKERJAAN

TAHUN ANGGARAN

Nilai HPS/OE

PL. 102 / 58 / 8 / PIP.SMG-2022

23 Maret 2022

Pengadaan Masker Taruna
2022

Rp. 199.503.480,- (Seratus sembilanpulah sembilan juia lima
ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah)

NO.
NAMA

DOKUMEN

HARGA

JANGKA WAKTU

PERUSAHAAN

1 2 3 4 5

PENAWARAN
SURAT

PENAWARAN

PELAK-

SANAAN

1.
CV. PUTRA

MANDIRI
+ + + + + Rp 198.947.760,-

ISHari

Kalender

5 Hari

Kalender

+ : ada

-  : tidak ada

KETERANGAN

1.

2.

Surat Penawa

3.

4.

5.

ran

Dokumen Penawaran Teknis

- Spesifikasi Teknis

- Jangka wsktu/Jadwal Wakty PeJafcssnasn
Dokumen Penawaran Harga
- Daftar Kuantitas dan Harga
Pakta Integritas
Formulir Isian kualifikasi

Penyedia Barang/Jasa
CV. PUTRA MANDIRI

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PIP Semarang

Dire

KRISTIN ANITA INDRIYANI. S.ST. MM

Pembina, IV/a
NIP. 19800602 200212 2 002



DOKUMEN PENAWARAN

UNTUK

KEGIATAN

PENDIDIKAN DAN FELATIHAN VOKASL PENDIDIKAN

TRANSPORTASL PELATIHAN VOKASI Bn)ANG

INFRASTRUKTUR. DIKLAT PEMBENTUKAN REGULER (POLA
PEMBIBITAN)TRANSPORTASILAUT (PRIORITAS NASIONAL).
DUKIINGAN PENYELENGGARA AN DTKLAT. PENANGANAN

DAMPAK PANDEm COVlb-19 iBAGI TARUNA

PEKERJAAN

PENGADAAN MASKER TARUNA

TAHUN ANGGARAN 2022

PENYEDIA BARANG

CV. PUTRA MANDIRI
Jl. Kerapu in/4 Tanjungmas, Semarang Utara, Semarang



CV. PUTRA MANDIRI
JL. KERAP'J It!; 4 SEf-IARANG

Nomor : 21/PM/III/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Unit Pengadaan Barang dan Jasa
Foliteknik Ilmu Pelayaran Semarang
falan Singosari 2A
Semarang

Perihai : Penawaran Pekerjaan Pengadaan Masker Taruna di Lingkungan Politeknik
Ilmu Pelayaran Semarang

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung Nomor : PL.102/57/11/PIP.SMG-
2022 tanggal : 22 Maret 2022 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pengadaan,
dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Pengadaan Masker Taruna di
Lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang sebesar Rp. 198.947.760,- (Seratus sembilan
puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiahj.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam
Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan selama 5 (lima) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan
surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap
dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan
tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

Semarang, 24 Maret 2022
CV. PUTRA MANDIRI

ro-' . y •

iUDIRO^^'fe
Direktur



c'$ CV. PUTRA MANDIRI
JL KE^ADj » t * O A

RINCIAN PENAWARAN HARGA PEKERJAAN :

PENGADAAN MASKER TARUNA DI LINGKUNGAN POLITEKNIKILMU PELAYARAN

SEMARANG TAHUN 2022

NO URAIAN PEKERJAAN VOLUME SATUAN
HARGA

SATUAN

JUMLAH

HARGA

1 Masker Taruna 5052 Pax 35.800 180.861.600

Total 180.861.600

PPN 10 % 18.086.160

Jumlah Total 198.947.760

Terbilang : Seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh
ratus enam puluh rupiah

Semarang, 24 Maret 2022
CV. PUTRA MANDIRI

Dire



CV. PUTRA MANDIRI
> —I

SPESIFIKASI TEKNIS:

PENGADAAN MASKER TARUNA DI LINGKUNGAN POLITEKNIKILMU PELAYARAN

SEMARANG TAHUN 2022

NO URAIAN PEKERJAAN SPESIFIKASI TEKNIS

1 Masker Taruna Masker 3 ply (terdiri dari 3 lapisan, lapisan luar,
dalam dan bagian tengah yang berfungsi sebagai
filter, bactery filter dengan tali karet lentur yang
dlpasangdi telinga).

Semarang, 24 Maret 2022
CV. PUTRA MANDIRI

5^
D
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TIME SCHEDULE

PENGADAAN MASKER TARUNA DI LINGKUNGAN POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

2:
<
q:
<

UJ
CO

NO KETERANGAN
HARI KE-

01 02 03 04 05

1 Pekerjaan Persiapan V

2 Pemesanan Barang V V

3 Pengiriman Barang V

4 Berita Acara Serah Terima Barang V

ce

=3
a.
^  ■

o

Pelaksaman Peketjaan: 5 (lima) hari kalender

a
<
cc
lU Semarang, 24 Maret 2022

PUTRA MANDIRI



DOKUMENISIAN KUALIFIKASI

UNTUK

KEGIATAN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI. PENDmiKAN

TRANSPORTASI. PELATIHAN VOKASI BIDANG

INFRASTRUKTtlR. DIKLAT PEMBENTUKAN REGULER (POLA
PE]VIBIBITAN)TRANSP0RTASI LAUT (PRIORJTAS NASIONAL),
DUKUNGAN PEI^LENGGARAAN DIld,At7PENANG^AN

DAMPAK PANDEMICOVID-19 BAGITARUNA

PEKERJAAN

PENGADAAN MASKER TARUNA

TAHUN ANGGARAN 2022

PENYEDIA BARANG

CV. PUTRA MANDIRI
Jl. Kerapu III/4 Tanjungmas, Semarang Utara, Semarang



CV. PUTRA MANDIRI
SEMARaN'G

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

No. Identitas

Jabatan

Bertindakuntuk

Dan atas nama

Sudiro

33.2101.280966.0004

Direktur

CV. PUTRA MANDIRI

dalam rangka Pengadaan Masker Taruna Di Lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Tahun 2022, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidakakan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN].

2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini.

3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk

memberikan basil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

dan

4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia

dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara

perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Semarang, 24 Maret 2022
CV. PUTRA MANDIRI

* m. n

ME

SUDI^ X I
Direktur



CV. PUTRA MANDIRI

FORMULIRISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI

PENGADAAN MASKER TARUNA DI LINGKUNGAN POLITEKNIKILMU PELAYARAN

SEMARANG TAHUN 2022

Yangbertanda tangan di bawah ini:

Nama

Jabatan

Bertindak untuk dan atas

nama

Alamat

Telepon / fax

Email

SUDIRO

DIREKTUR

CV. PUTRA MANDIRI

Jl. Kerapu III/4 Semarang

putramandiricv@rocketmail.com

Menyatakandengansesungguhnyabahwa:

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan

Surat Akta Pendirian Perusahaan No, 1 Tanggal 25 Oktober 1999; Notaris ; Argo

Hertanto, SH, dan Akta Perubahan terakhir No. 15 Tanggal 14 Maret 2016 ;

Notaris: Andhy Mulyono, SH

2. Saya bukan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

3. Saya tidak sedang menjalankan sanksi pidana.

4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para

pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini.

5. Badan usaha yang saya wakili tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam, tidak

dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang

dihentikan.

6. Data-data sayaa tau perusahaan saya adalah sebagai berikut:



CV. PUTRA MANDIRI
•pAD' 3E?'.'iARAP'JG

A. DATAADMINISTRASI

1. Nama (PT/CV/Firma/Koperasi)

2. Status [PT/CV/Firma/Koperasi)

3. Alamat

(PT/CV/Firma/Koperasi)

No Telepon

No. Fax

4. Email

Alamat Kantor Pusat

No Telepon

No. Fax

Email

CV. PUTRA MANDIRI

AT
Pusat

Jl. Kerapu 111/4 Semarang

Cabang

putramandiricv@rocketmail.com

B. IJINUSAHA

NolUJK/SlUP

Masa berlaku ijin usaha

Instansi pember iijin usaha

9120105711511

Seumur Hidup

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

No NIB

Masa berlaku ijin usaha

Instansi pemberi ijin usaha

9120105711511

Seumur Hidup

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

C. LANDASAN HUKUM PENDIRIAN PERUSAHAAN

1. Akta pendirian PT/CV/Firma/Koperasi

a. NomorAkta 1 (satu)

b. Tanggal 25 Oktober 1999

c. NamaNotaris : Argo Hertanto, SH



CV. PUTRA MANDiRI
JL KERAPU 111/4 SEMARANG

2. Akta Perusahaan Terakhir

a. NomorAkta

b. Tanggal

c. NamaNotaris

15

14 Maret 2016

AndhyMulyono, SH

D. PENGURUS

1. Komisaris ( untuk PT ]

No Nama No. KTP JabatanDalam

Perusahaan

1. - - -

2. Direksi / Penanggungjawab / Pengurus Perusahaan

No Nama No. KTP JabatanDalam

Perusahaan

1. SUDIRO 33.2101.280966.0004 DIREKTUR

2. ANITA RACHMAT 33.7402.620157.0001 KOMANDITER

E. DATAKEUANGAN

1. SusunanKepemilikanSaham (untuk PT)/susunanPersero (untuk CV/Firma)

NO NAMA NO KTP ALAMAT (%)

1. SUDIRO 33.2101.280966.0004 Jl. KebonRojo Selatan 10%

11/05 Mranggen

2. ANITA RACHMAT 33.7402.620157.0001 SrondoIKuIon RT 06 90%

/ RW 02 Semarang



JL. KERAPU 11!/4 SEMARANG

2. Pajak

1. NomorPokokWajibPajak 01.896.662.2-518.000

2. BuktiPelunasanPajakTahunanTerakhir
Nomor Tahun 2020

Tanggal
Laporan Pajak Bulanan 3 bulan

3. Terakhir Terlampir

*) Lampirkan Foto copy laporan pajak 3 bulan terakhir
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F. Data Pengalaman Perusahaan

No Nama Paket

Pekerjaan
Bidang/Sub

Bidang
Pekerjaan

Lokasi

Pemberi Tugas/ Pengguna Jasa Kontrak *1

Nama Alamat/ Telepon No/ Tanggal Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8

1 PENGADAAN

BARANG

PEKERJAAN

PENGADAAN

MIXER 12 CH

SEMARANG DINAS

KETAHANAN

PANGAN

JL. KI
MANGUNSARKORO

N0.21 SEMARANG

024.2/02/BM_
Audio/SW/202

1

17-FEBRUARI-

2021

Rp.
17.215.000,-

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui
bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakilibersedia
dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Semarang, 24 Maret 2022
CV. PUTRA MANDIRI

-.o

-Mt

|d72aJ>9'4^^^

siiniRO^
Direktur



CV. PUTRA MANDIRI
^r_PAP SEr.^ARANG

SURAT PERNYATAAN

Yangbertanda tangan di bawah ini:

Nama

Jabatan

Bertindak untuk dan atas nama

Alamat Perusahaan

Telepon/Fax
E-mail

: Sudiro

: Direktur

: CV. PUTRA MANDIRI

:  |1. Kerapu III/4 Semarang
: 024-3518261

: putramandiricv@rocketmail.com

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan
pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

2. Yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan

sanksi daftar hitam;

3. Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam

menjalani sanksi pidana;

4. Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai

kementerian/lembaga/perangkat daerah atau pimpinan dan pengurus

badan usaha sebagai pegawai kementerian/lembaga/perangkat daerah

yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan negara.

Surat pernyataan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam Pengadaan Masker Taruna Di
Lingkungan Politeknik llmu Pelayaran Semarang Tahun 2022.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran tanpa tekanan dari siapa
pun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 24 Maret 2022
CV. PUTRA MANDIRI

r3FAjxr48e9i

Direktur



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK ILMU RELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARI 2A

SEMARANG

KODE POS 50242

TELP. (62)024-8311527
(62)024-8311528

FAX ; (62)024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page: www.DlD-semaranQ.ac.id

^KAN

DAFTAR PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

KANTOR/SATUAN KERJA ; POLITEKNIK ILMU PELAVARAN SEMARANG

KEGIATAN : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI.

PENDIDIKAN TRANSPORTASI. PELATIHAN VOKASI

BIDANG INFRASTRUKTUR. DUKUNGAN

PENYELENGGARAAN DIKLAT. PENANGANAN

DAMPAK PANDEMI C0VID-I9 BAGI TARUNA

PEKERJAAN : PENGADAAN MASKER TARUNA

LOKASI :  JL. SINGOSARI 2A SEMARANG

HARI/TANGGAL ; SELASA, 22 MARET 2022

NO PERUSAHAAN/ALAMAT
NAMA&

3ABATAN
JAM

TANDA

TANGAN

1 CV. PUTRA MANDIRI

JI. Kerapu ni/4 Tanjungmas,

Semarang Utara, Semarang

SUDIRO/

Direktur

11.00 WIB

PEJABAT PENGADAAN BELANJA RM

PIP SEMARANG

I

KRISTIN ANITA INDRIYANI. S.ST. MM

Pembina, (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002
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P^SUKAH PERSERO DAN

PERUBAHAN ANGGARAN DA8AR.

Romor:^.

'-Harifiii. Senin, lenooa! ligapiiluh satu JanUBri duaribu sebelas (31-01-^11),

jam 14^0 WIB (empatbelaa lebib liflopuhih menS WsWu Indonesia Bajpan SsraQ.

•Menghsdsp kepada saya, ROEKIYANTO, Sasjana HuKum. Nolerfe c^jSemanMiff,;^-^

dengsn hadimya para saKsi yanp says. Notaris, kenal dan ckan disebut dl bawah Inl:-

{1. TuanSUDlRO,dHsh^andiSemardnp.padalenpcQlduQpuluhcMsp.an^—
}  j Seplember senlJU sembDanmlus cnampiduh enam (28-09-19^), swssls.

Warga Negara Indonesia, beriempaf Hnggal di Kabupalcn Demek, Jalan Kcboff

Rojo Selatan Ili05, WiOOi Rw.019, Kehjmhan Kebonbalur. Kecffinalan ' " 7"

Mranagan, pcmegBngkartu Isnda pendudiik nomor 3351015^965,0004 yeno;

diketuerkan oletr Kepala Kantor Kependudukan daii Celaten SIpU Pemoflnlsti

Kabupalen Oem^: ^ r, t, r r—

2. Tuan ROZIKIN, c^shbkisn di Kendaf, pada fanggal empafbefas Jidl seribu

sembiienralus efmmpu!uh(14W-1960)i swissia, Warga Negara Imlonesia.^^"

bertempal llnggel di Kebi^ateri Kondel, l^dilangu. RI.01 Rw.01. Kelurahan —

KatHlangu, KecamstenlKan^ung, pemegang karlu lands penduduk nomor—^

140760/000582r^fl cSceluaiken oleh Ceme! Kangkung:— ^

3. Nyor^ ANITA RACHMAT, dilahfrkan di Semarang, pads langgal duapuluh dua

Jenueri seribu semblianrslus Itmspnluh iujuh (22-01-1957). swasla, W^a ——

Negara Indonesia, bertempal tinggal (fi Semarang, Srondol Kirion, Rt.006 ■

Rw.002, Kelurahsm Srondol Kulon, Kecamelan Bsnyumanlk. pemegang karlu

tends penduduk ndmpr 33.7402.620157.0001 yang dflteluarkan oleh Kepala^-r'

OhiBs PcndsflBrsn Penduduk den CslBlsn SipH Pcmerintah Kbta Semareng;,'^
) -Pera penghadap says. Nr^aris. kenal.

-Para penghodap bertindeksebagalmans tersebut diatas menerangkan lebih dehutu:—



Yli^i^dengmi akfe tanooet duepuluhflme Okloberseribusenibilanretus

sembilsnpuiuh sembilan (25-10-1999) nomor 1, (fibuel cfihsdapan HERTANTQ,

OarjBna Hukum» Nolarls di Somarena. felah didlriken perserdan komenditer-—-^—

"CV. PUTRM MAMDIRI", beikcdudukan di SemBfang, dalam pontSriwi mana—^—

penohadsp SUDIRO bertindak sebagsl persero penQUnis dengan jebalan Olreklun

sedangkan pengfiadap ROZIKIH bartindak sebagai persero komandder;^

-bahwa penghadap AUrTA RACHMAT Ingin masuk dalam perseroan komsndHer-

tersebut

saiu Januari duaribu sebelos (31-01-2011).

-bahwa heliersebut akan ditefapkan daiam akla |n).

-^ihubungdenganapavanolcrsebidtiaias. mBkadcnganpcreetuJuanbuJMdan

kats sepakal deri para pcsero lerbitung mulai tangga! bgapufuh satu Januari duaribu ~

sebelas (31-01-2011): — '■ -■

-penghadap ANITA RACHMATtetah masuk datan perseroan komandlterterselnM

scbagai persero komendHcr, ■ . r

-Selenjulnya para penghadap menerangkan bahwa setetah pemastdcan persero

selesal. mereka Ingln merubah Pasal 7 anggaran dasar pcrseroon komandlter—

*CV, PUTRA MANOiRI" berkedudukan di Semarang; sehkigga Pasal 7 anggawi

'•Pasal 7,

-Oatam perseroan inlpesero tuan SUDIRO bertindak sebegaf pesero yang berlangguns

jaweb sepenuhnya terhadap segaJa usaha perseroan dan sidbalnya. sedBnfltor>^

pesero tuen ROZIKIH den pesero nyonya ANnfA RACHMAT edateh para pesero —

komandfler. —

-Selanjuinya para pcnflhad8p,mencrBnokBn bahwa kclenluan-ketentuan lain dsri akia

iQTiggai duapuluh lima Oklober seribu sembilenratus sombilanputuh sembiisn ^



p(25-1D-1999) nomor 1. dibual dihedapan ARGOHERTANTO.Sajjano Hukum.Noteds-

di Semorang. yanglidak dirubah dengan akla inl letap bedaku sebagsjma^ meslinya.ij

DEMIKtAHUHAKTAim.-- v. , - r-T-:?

'-Dibust dan dilangsunokan diSemarang, pst^ hod danienggaltersebut cf etas, dengajn^

hstfimya LIU8 SUUSTYANIRGSIH, Saijana Sosial, bertempai linpgal di Semarang.,™

Jalan Pamuiarsih Barat VIII Nomor 11, pemeoans kartu tends penduduk nomor —

33.7413,550374.0002. yang dikcluarfcsn oleh Kcp^ Dinas Kepcnduifokan dan "

Pencafstsn Sipil Pemerintah Kota Semamng. dan ANlEK YUNl LEOTAIU,'SaTj|!^a/-^--^^

Telmtlc, bcdempat lingoa) di Semarang, Jelan Cekrawala Hmur 5, pemegsng Keitu tanda

penduduk nomor 33.7402.660682,0001, yang dikeluarkan oleti Kepala Dines r=!

Kependudukan dan PftncatelBn SipS Pemerinleh KoleSemeTang, kedusnya pegawsi^

kantor Notaris, sebagef para saksl —^— >

•AkIaJnl setelfdi dibaoakan olch ssya. Notads. Kepade para penghedap dan pm S8k^:»

dengen s&kelika talu ditandatenomd oleb para penghadap, para saksi dsn says. Notaris:-^

-Dibual dengan lenpa perubahan, lambahai maupun cordan. ■ ■ ■— •:;j

-AsS ^hih fikta lid lefah

daendafenganl semesllnya

Dibedkan s^agai lURUNAN:

mitr

I 7I6C09

W-a -f.



turunan

A K T A

Tanggal :

Nomor

14 - 3 ^' 016

15 -

ANDHY MULYONO, S.H

•f^/f ■\\^pA

'1 { \ j ;W..
.- •' '

•'v. -

^RUMAI? AiliSGARAff

Keputusan A/lenteri Kehakiman HiTgL 19 -12 -1992 No. M - 39 - HT. 03.01 - Th, 1992

Jaiap Saidan 7 Telp^ {024} 3540985
SEMARANG -50139



ANDHY MULYONO, S.H.
NOTARISSEMAIIANG PERUBAHAN ANGGARAN DASAR.

Nompr : - 15 -

Pada hari ini,. hari Senin^tanggat empatbslas lAamt duaribu -

enambelas (1^-3-2015), ——

pukul limabelasiebih limapuluh

menghadap kepada saya, ANDMY MOLYONO, Sarjarta

Hukum, Wotaris di Semasang, dsngan hadirnya para saksi ~

yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada -—-—

bagian akhir akta ini: ——

Myonya AWITA RACH^iAt, lahir dlSemarang pada tanggal —

duapuluh dua danuari seribu semfailanfatus limapuluh tujub

(2;Z-i-1957)i;Warga Megara Indonesia, swasta, bertempat -

tlnggal di Semarang, Srondoi Kulon RT.Q6/Q2, pemegang --

Kartu Tanda Penduduk nomor 337402520,1570001, menurut

keterangannya dalam hal ini bertindak : —

a. untuk did sending —— —

berdasarkan surat kuasa di bawah tangan bermeterai —

cukup tanggal duapuluh dua Pebruan duaribu —-

enambelas (22-2-2015), yang dilekatkan pada astl

akta ini, sebagai kuasa dari dan dengan demikian untuk

dan atas nama Tuan SUOIRO, lahir di Semarang —-—

pada tanggal duapuiiih delapan September seribu

sembilanratus enampuluh enam (28-9-1966), Warga —

Megara Indonesia, svjasta, bertempat tinggal di —

Mranggen, Jalan Kebon Rojo Selaten II/5, pemegang -

Kartu Tanda Penduduk nomor 3321012809660004. —

Penghadap telah saya, Motaris kenal. — — ■

Penghadap teriebih dahulu menerangkan : -——

—- bahvfa penghadap ANITA RACH^IAT, Tuan SUDIRO —

dan Tuan ROZIKIM ialah segenap pesero dari perseroan —-

komandter "CV. PUTRA MAMDIRI", berkedudukan

b.

c-



di Semaring,: dAdirikan beFdasarkan akta tdnggal duaputiih s-

lima OktQber seribu sembfianratus sembilafipuluh sembilan -
<25^1(3-1999)'ftomor l/ dibuatdi hadapan ftrgo Hertanta, -

Sarjana Motaris di' Ssmarang, ditibah dengan akta -

tanggal tigapuluh satu Januari duaribu sebelas (31-1-2011)
nomor 34, dibuat d i hadapan Roekiyanto, Sarjana Hukum, -

pada waSdMittn'NQtaris diSsmarang; — >———

. bahwa sPuan RQZitSN teiah msninggal dunia;

, bahwa menambah ketantuan

pasal 2 dengan buruf j.'

OaianThubungan dengan hal-hal yang diuraikan di atas, —-

;para perrghadap menerangkan dengan ini menambah '

keterituan-pasal 2 dengan buruf j, sebagai berikut;

Pasal 2. —— ^

j. barang cetakan, meubelair, periengkapan ———-—

pegawai/rumah tangga, bahan

makanan/bangunart/kpnstruksi/kimia (diluar bahan

kimia terlarang), alat/sliku cadang tulis, kantpr,

elektrikal, mekanikal, tekrjikal, komputer, ukur, —-

survey, ;!abQratoriuni||kfeehatanj alat berat, ——-
konstruksi, perbengkeian, mabil, motor, —-—-
alat/bibit/hasil/obat F%4ft3niam perkebunan, -

perikaban, peternakan, jasa : konsuten bisnis dan -
manajemen, layananstebersihan, perbaikan ———

pfektronik -r—

- DE^UKm^!UtHJM<TAiMb ——-----

Dibuat dan disetesaikan di Semarang, pada hari dan —-

tanggal yanp dfeebutfcan pada bagian awal akta ini, —
'dengan hadirnya ; ——-——^

A  Tuan ERRV SUSANTQi lahir di Semarang pada -----

j tanggaf duapuiuh-lima tdev seribu sembilanratuE



dsiapanpulub (25-5;-198dJ, Warga ftJegara —— .

Indonesia, bertemiaat^tinggal di Sernarang, Jalan ——-~

Sadewa-I/5Q, —_—

Mcna iiyRTLMAH, Satjana Hukum, iahir di Semarang —

r^ambilanratus tujuhpuluh empat C29-12-1974), Wafga
«' ' ' •

Msgai? Indonssia, bertempattinsgai di Semarang^ -—-

3alan EmplaSemen Poncol 2-A^

Setelafi akta in! dibacakan oleh saya, Mdtaris, kepada -

Dibuat tanpa coretan, tambahan dan gantian. -

DIBERIKAM SEBftGAI TURUlM.
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Model: DPP - 5

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

KECAMATAN : SEMARANG UTARA
KELURAHAN : KUNINGAN

Kode Kelurahan : 33.74.02.1005

SURAT
KETERANGAN

PENGANTAR

Notnw: 470.(K>3/I«>22

Yang bertandatangan dibawal\ ini, menerangkan bahwa:

1. Nomor Kartu Keluarga
2. NIK :  3321012809860004

3. Nama Lengkap :  SUDIRO

4. Jenfs Kelamih :  LAKI-LAKI

5. Tempat/Tanggal Lahlr :  SEMARANG / 28 September 1966
6. Aiamat :  JL. KEBON ROJO SELATAN11/05 RT. 04 RW. 19'KEBONBATUR,
7. Status Perkawinan :  KAWIN

8. Agama :  Islam

9. Kewarga Negaraan ;  INDONESIA

10; Pekerjaan ;  KARYAWAN SWASTA

11. Keperluan :  Menerangkan bahwa CV. PUTRA MANDlRl benar^behar berdpmlsill di Jl.
Kerapu HI RT. 06 RW. 02KeJ; KunlnganKeo. Semau'ang. Utara.

12. Beriaku Mulai
13. Keterangan LalfHlain*)

05 Jahuari 2022 s/d 09 Januari 2023

Periisahaan tersebut dengan kepemlmpinan Bp. SUDIRO

Demiklan untuk menladikan makluni bag! yang berkepentingan.

No : M/y / T " .-''STii^aPg,, 05 Januari 2022

SUDIRO

NIP.

Catalan: *) Apabila mangan mi tidak
dengan dtparaf dan dibi b

ARANG^UTABA
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, .'Penyampaian SPT Elektronik
^  Direktorat Jenderal Pajak ^

Berikut inl adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda:

Nama : PUTRA MANDIRr ■

.NPWP : 018966861504000 > . ' ■ ^ ^ .
Tahun P^ak : 2020 •
Mass P^ak - 01/12 ^

Jenis SPT vSPT Tahunan PPh Badan Rupia#^; s..
Pembetuian ke ■ 0 ^

..Status SPT : NIhil

Nominal; 0 ^ -
Tanggal Penyampaian : 21/04/2021;

Nomor Tanda Terima Elektronik: 4586,140649521102165^ '' ' '
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'  " ■ ; ■' Penyampaian SPT.Eiektronik '
*  - © DIrektorat Jenderal Pajak

- NamacCVPUTRAMANDIRI, ' , -
. NPWP: 018966861504000 .

.  Tahun pajak : 2022
/ • - Masa Pajak: 1A1

. J^nis SPT : PPN1111; '
Pembetulan ke0

' Status SPT: Lebih Bayar
.  Nominal: 73.182.424, v •

Tanggal Penyampaian; 21/6^2022
Nomor Tanda Terima Elektronik: 24861206048220213013
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:  Elektronik
Direktorat JenderatPajak

t.-W' :

; 018966861504000
''Nama ; CV PUTRA MANDIRI

5S

■ Tahun P^ak : 2021
Masa P^ak : 11/11' :

Jenis SPT :. PPN1111
Pembetulan ke; 0

Status SPT : Lebih Bayar
Nominal ; 71.983.407

Tanggai Pehyampaian ; 30/12/2021 -
NomorTanda Terima Elektronik: 63861216058210303012
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KAT^rrOR WIUYAH DJP JAWA TENGAHI
KANTOR PEUYANAN PAJAK PRATAMA TIMUR

Jt, Kli MAMGUNWRKOROtiO. 34
SEWARANG 50421

rcJopon ? (024) 84147a?
fax i {024} 8414439

PEfyl^OSOg/WPJ.IO/KPlQ^^^^^
SMital dengan Pasal 2ayal (lyUnt^ng'Und^g Nomor 6 Tahun IsfetenlangKelentuan Umum da a.
Tate Cam PerpajaKan sebagalmana tslah diubah lerakhlr dengan Undaog-Undang Nomor 28 tabun 2007
dag KepuUisaj} pIrdWor Pajak Noiabr KEP-IOl/PX/ZjOOi sbbagalmana leiah dlu^h dengan.
Peraturan OlreWur jendsral Pajak Nomor PER«180^jX2007dengan Inl ditefangkan bahwra:

1. Nama

2. NbmoP PoKoH Wajib Pajai? (NPWP)
3. WasifiKasi Lapangan Ussba (KL.U)

4. A^afba!

5. MeddAkrodm

6. $lalus Modal

7. Status Usaha

8.

V GV.PUTRAMANOIRI

; 01.896.686.1-504.000

;  51200 - PEBPAGAN^AN BESAR OAtAM NEGERI BAHAN
BAKU HASILPERTAKIAN; BINATANG HIDUP^ makanan,
MINUMAN;:DAN TEMBAKAU

;  JLKeRAf'0;i»M,lANjyNGMAS.SEMARANdUtARA.
SEMARANG» JAWA'TENGAH
00000 >.

: SWASTA

: TONGGAL

•• i X lPPh Pa8at4(2
I X j PPh Pasat 15
I X jPPh Pasa! 19
iXlPPh PaMl2T
t; IPPHPa^m

[ X-] PPh PJt^t 23
{ X ] PPb Pa^t 25
( X J PPtiPasiii aS
1 XlPPhP8sai29

lotah terdaftarpada tata Osaha KANTOR PEtAYANANP/U/^ RF^tAMA SEAI^ TIMUR;
Deagafi ierbimya surai irii; maka dalam rangka menibnuhf hak dan kewajiban psrpajakan, wajb
mencantumkan NPWP tefsebul d! atas sejak tanggat 29 bfibberisgs

rang; 11 Febr«ad2Q08
ALA KANTOR

ickfilpejayanan.
**/• KAMTCK fj;!

iS£y4i^vj.it

am Tutuko

0046180^(7



*1

MANGUNSARKORO
udM

SSIMRANS^ZI

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WWYAH D:IP JAWA TE^
KANTOR PELAYANANPAJAKPRATAMASEMARANG

tIMUR

841478?

Fa* t (024) 9414439

No: REMr01542AVPiJ.10/KP.0503/2008:

Sosoai dengan Pasaf 2 ayal (2),Undahg-Uhdang Nomor e.Tahun 1953ientanB;Kelenluan Umum dariTate
Cara Perpajakan sebagafmana tetah diubah iemkhkdengan Undang-Undang Nombr^Tahun2007 dad
KepUlusan Direktur Jenderal Pajsk Npmo? WEP-161^Ji2001 sebagalmarta telah djubah ttengan Peraturan

I^Nama

2..Nomor PokoK Wajib Paiak (NPWP)

3. KlaSifikasJLapangan Usaha tKLU)

4iAlamal

: CV.PUTRA MANDlRi

t O1,896.68e;1^5G4,OO0

dl200-PERDAGANSAN BESAR DAtAM NEGERf
: BAHAN BAKU HASH PERTANIANi BlMATANG HIOBP.

MAKANAN, MtNUWiAW, DAN tEMSAkAU

, JL.KERAPU («/4, TANJUNGMASSEMARANG UTARA
• S^AWVNGJAWATENGAH'00000"

6...
6; Status Modal

7. Slalus Usaha

di Ka^jiban Pajak

9. Kode Serf Paktur Pajak

:-SVi/ASTA

; TUNGGAL

:  f Jf jpPN

Pengusaha kena Pajak.
Dengan tafbiinv^ suraUni, maka dalam
dan PPoBM wajib mencarttumkah NPWP

PPN

24

Semarang^ 11 F^mad,2008

KEPAIA KANTOR

M

r-r.

IP

bang TutUko

060046180

. r: ..



NOMORINDUKBERUSAHA (NIB)

9120105711511

Berdasarkan keleatuan Pasal 24 ayat (I) Peraturan Pemerintah Noinor 24 Tahun 2018 tcntang Pelayanan
Perianan Benisaha Terintegrasi Secara Elektrbnik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusabaan

Alamat Kantbr/Kbrespondensi

NPWP

Nomor Telepon

Nomor Fax

Email

Kode dan Nama KBLI

Status Penanairmn Modal

CVPUTRAMANDIRI

Jalan Kerapu III, KeL Kuningan, Kec. Scmarang Utara, Kota

Semarang, Prov. Jawa Tengah

01.896.686.1-504.000

0243540423

putramandiricv@rocketmail.com

Libat Lampiran
PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usafaa daiam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku seiama
racnjalankan kcgiatan usaha sesuai ketcntuan peraturan perundang-undangari,

2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penananian Modal/Bemsaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tauda
Daftar Perusahaan dan buktl pcmenuhan laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perasahaan
(WLKP).

3.Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaiuasi dan/atau pembaban atas izin usafaa (izin
komersial/operasionaJ) sesuai ketcntuan perundang-undangan.

4. Seluruh data yang Icrcantum dalam NIB d^at berubah sesuai dengan perkembaugan kegiatan berusaha

5. Apabila di kemudian hari temyaia terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan pcrbaifcan
sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 11 JuU 2019
Penibahan ke-r tanggal : 23 Februaii 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal

s

Dokamea ini iliterbilkan melalui Sislem OSS atas dasar data datipelaku usaha. Kehemran dan keabsahan atas data yang difanipilkan
dalam dokvmen ini dan data yang iersimpan dalam Sistem OSSmenJadi tanggungjatvabpelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal: 23 Februari 2021



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMORINDUK BERUSAHA (NIB)

9120105711511

No. Kode KBLI Nama KBLI

1 47415 PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR

2 47529 PERDAGANGAN ECERAN Bmm DAN BARANG

KGNSTRUKSILAINNYA

3 47411 PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN

perlengkapannya

4 47611 PERDAGANGAN ECERAN ALAT tULIS MENULIS

DAN GAMBAR

5 47721 PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KEVHA

6 47420 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN

AUDIO DAN VIDEQ DI TOKO

7 47599 PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN

PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA

DALAM SUBGOLONGAN 4759

S 47612 PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN

DANPENERBITAN

9 47793 PERDAGANGAN ECERAN MESIN LAINNYA DAN

PERLENGKAPANNYA

10 47726 PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM,

FARMASIDANKESEHATAN

11 47591 PERDAGANGAN ECERAN FURNTTUR

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hailya berlaku imtidc Nama dan Kode KBLI
yang tercantum dalam lampiran mi

Dicetak tanggal: 23 Februari 2021



PEMERINTAH REPUBLIK INDpNESIA

IZINUSAHA

(Surat Izin Usaha Pcrc^gangan)

Pontcrinmh ftcpublik Indonesia c.q. Lciabaga Pcngclqln dan Pcnyclcnggara OSS bcrdasarkan
kctcntuao ̂ sai; 32 ayat (L) Peraturan Pcmerintah Noinor 24 T^un 201S tcntang Pclnyanan
PeriuDon Bem^a Terintegrasi ̂ cam Elckuonik, menerbltkan Izm Usaba benipa Surat Izin
Usaha Perdagangan kcpada:

Noma Pcmsdiaan

Nomor Induk >Bcrusaha

Al^at Perusahaan,

Nama KBLI

Kode KBLI

Barang! Ja^ Dagangan
Utama

Lokasi'Usalia

- Alaraat

- Desa/Kclurahan

- Kccomataii

- Kabupaten/Koia

- Provinsi

CV PUTRA NIANDIRI

912010571I5J1

Jalan Kcrapu III

Lihal Lampiran KBLI

Lihat Lamplran.KBLl

poralamn dan pcrlcngkapan ruinah tanggadan kantqr

Jalan Kcmpu III

Kuningan

Scinarang Utara

Kota Scmanmg

Jawa Tcogah

Surat Izin Usaha Pcrdagangan TELAH berlaku efcktif.
Izin Usaha iiu bcdaku sclama pcnisahaan melakukan kcgiatan-opcrasional scsuai kctcntuan
peitindanganHiadahgan.

Dikcluaikan'tan^al : llJuli2019

Dokimoi ini dikeluarJcan dari Sistcm OSiy afas dasar data dari'pelakmisaha. Kebenaran dan keabsahan
diasdaidyang dJtwnpilkan dalam dokumcnini dan daiayang tersinipdn dahm Sistem OSSmenjatU
tanggungfdwab pelakuitisaha sepciiuhnyd.



PEMRTOW REPUBUK timomsiA

NOMOR H^DUK BERUSAIL4 (NIB)
91201057J1511

No. NamaKBLI KodeKBtl

PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTHERDAN

PERLENGRAPA^A *
47411

2 PER0AGANGAN ECER^N MESm KANtdR 47415; ■

3 PERBAGANGAN ECERAIs'BAHANDAN BARANG
K0J4STRUKS1 lAtNNYA «

47529

4 PERDAGANGAN ECERAN FDI^aT^ 47591 .

5 PERDAGANGAN ECERAK PEIULATAN DAN
PmENbKATAN RU^IAH TANGGA UAINNYADALAM
SUBGGLONGAN4759

47599

6' PERDAGANGAN HCERAN AEAT TULIS
CAMBAR

4761.1

7 PERDAGANGAN EGERANHASIL PENeETAKAN DAN
PENERBITAN

47612

S PERDAOANGAN.EGERAN BAHAN KIMIA ' 47721

9 PERDAGANGAN ECERJ^ AlAtl^BORAtORIUNI,
fari^si dan KESEHATAN

47726

iO PERDAGANGAN ECERANMESINEAINNYA DAN,
perlengkapannya

47793

Dengan kctcwtuan bahwa NIB tcisebut han>u bcridku.unhjk N KBLt dan Kodo KBLlyang
teicantum dalam l^plnm tni
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SURAT KETERANGAN BANK

Noraor :0043/PLY.01/034/2022

Yang Bertanda tangan dibawah ini menerangkan baliwa:

Nama

Alamat

Direktur

CV. PUTRA MANDIRI

Jl. Kefapu III 4 Kuningan, Semarang
Sudiro

Adalah

Sejak Tanggal
Nomor Rekening

05 Juli2001

1.034.14041.6

Surat Keterangan ini tidak mempuuyai ikatan apapun dengan pihak Bank serta batal dengan
diatas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

• Semarang, 04 Januari 2022
FT BANK f EMBANGUNAN DAERAH

:engah
tema ̂

[CA8ANG
-o-

YUNINGSIH

Pjs. Pemimpin Bidang Pelayanan

KANTORCABANG UTAMA': GEDUNG GRINATHALT. 1. JL PEMUDANO. 142 SEMARANG. TELP: (024J 3554025.3SM044. 3515618; 3540110; 3518224.3520182.351844. FAX : (024)3520181.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DSNAS KETAHANAM PAMGAM
Jl. Ki Mangunsarkoro No. 21 Telp/Fax (024) V6745957 Semarahg 50241

SURAT PESANAN

(SP)

ifJomor : 024.2/02/BIVl_Audio/SW/2021 Tanggal 17 Februari 2021

. KEGIATAN

Belanja fVlodal Peralatan Studio Audio

PEKERJAAN

Pengadaan MIXER 12 CH

ANTARA

DliCAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG

DENGAN

CV. PUTRA MANDIRI

Jl. Kerapu Iil/4 Semarang

NILAI KONTRAK

Rp 17.215.000,00
Belas Juta Dua Ratus Lima Belas RIbu Rupiah)

KODE REKENING :

5.2.02.06.01.0001

SUMBERDANA:
APBD kOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2021



w PEMERINTAH KOTA SEMARANG

lANAN FANGAN
Semarang 50241

SURAT PESANAN fSP^

Nomor; 024.2/ 02/ BM_Audio/SW/2021

Yang bertanda tangan di bawah hi:
Nama : ARIEF PRAMUDIYANTO, SE
Jabatah : Pejabat Pembuat Komitmen
Aiamat : Jl. Ki Mangunsarkoro No. 21, Semarang
Daiam hal in! mewakili Pengguna Barang/Jasa pada Dines Ketahanan Pangan Kota
Semarang seianjutnya disebut sebagai Pemesan;

Serdasaikan uokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan Kota
Semarang Tahun Anggaran 2021 dan Surat Keputusan PPK Nomor
d27.1/02.BM_Audio/SW/2021 tanggal 17 Februari 2021 tentang Penetapan Penetapan
Penyedia Beianja Modal Peralatan Studio Audio Tahun Anggaran 2021. bersama ini kami
mengajukan pesanan Pengadaan kepada ;

Nama : CV. PUTRA WIANDIRI

Alarpat : Jaian Kerapu III, Kel. Kuningan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang
Yang daiam hal ini diwakili oleh : SUDIRO

Seianjutnya disebut sebagai Penyedia;

Urituk menyediakan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Rincian Pekerjaantr

ho Jenis

Kebutuhan
Speslfikasi dan

Volume
Harga Satuan Jumlah Harga

i i MIXER 12 CH kelengkapan 1 Set Rp15;650.000,- Rp 15.650.000,-

J

t

-Mixer 12

Chanel,
■  EFX12R,
1 unit

Mixer EFX12

frekwensi: +/-1,5 db, 20 Hz - 20 KHz
sensltivias mic < 0,02%.@ 1 KHz
noise mic input: -127 dBu (150 a source)
power consumption: < 35 w
operating conditions: 5° -40° C
input & output impedances ;
mic input 2 Rq, line input: 10 ka
stereo input 65 ko, outputs balanced: 150 Kq
jiimiah: 1 unit

r

i

' - Mic meja
wireless.
8 PCS

Merk: soundbesl SB 2009

conferences wireless microphone
terdiiidari:"

1 pc reciever digital display.
Spcmic rrieja ' ' ¥ ■ > .
frekwensi:IJHF ^

baterei::AA ;/• /.

-

>  ■ ^ .  Total Sebelum Pajak ■ 3 Rp 15.65C.00Pr

1- =  " :Paiak10% ^ Rp 1.565.000,-

I.

f

i-j

f:
=

r
K

F

; :• '3

3

r

I'

¥

4-*

J

r

i:
if -c

.1,

¥■•yhj,-

"t
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i.m

'• S.I ^' M""! P-Koin Ha„s ,.1^, p.,,
SS'""" '''"^'' ■"•

Semarang, 17 Februari 2020

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang

A.

ALIF HIDAYATULLAH. S STP, lUl Si
NIP. 19920525 201406 1 002

i.--% -i -
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KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

POLUEKNIK DLMU PELAYARAN

SEMARANG

DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

NOMOR : PL.102 / 57 /11 / PIP.SMG-2022

TANGGAL 22 MARET 2022

UNTUK

KEGIATAN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI. PENDIDIKAN

TRANSPORTASI. PELATIHAN VOKASI BIDANG

INFRASTRUKTUR. DIKLAT PEMBENTUKAN REGULER

(POLA PEMBIBITAN)TRANSPORTASI LAUT (PRIORITAS
NASIONAL). DUKUNGAN PENYELENGGARAAN DIKLAT.
PENANGANAN DAMPAK PANDEMICOVID-19 BAGI

TARUNA

PEKERJAAN

PENGADAAN MAJSKER TARUNA

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

POLITEKNIKILMU PELAYARAN

JL. SINGOSARI2A SEMARANG

TELP. (024) 8311527

TAHUN ANGGARAN

2022



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK ILMU RELAYARAN SEMARANG
^KAN

1  JALAN SINGOSARI 2A TELP. (62)024-8311527 FAX : (62)024-8311529

SEMARANG (62)024-8311528 Email : info@pip-semarang.ac.ld
KODE PCS 50242 Home Haae: www.DiD-semarana.ac.id

Nomor : PL. 102 / 57 / 12 / PIP.SMG-2022

LsropiTM : I (sstif) berkss

Kepada Yth.
Direktur CV. PUTRA MANDIRI

Semarang, 22 Maret 2022

Perihal: Pekerjaan Pengadaan Masker Taruna

Dengan ini Saudara kami undang imtuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pekerjaan Barang
sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan
Nama paket pekeijaan
Lingkup pekeijaan
Nilai total HPS

Sumber pendanaan
2. Pelaksanaan Pengadaan

T.empat dan alamat

TcUponTax
Website

Pragadaan Masker Taruna.
Pengadaan Masker Taruna sebanyak 1 paket.
Rp. 199.503.480,- (Seratus sembilan puluh sembilan Juta lima ratus
tiga ribu empat ratus delapan puluh nipiah)
DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022

Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang,
Jl. Singosari 2A Semarang
0248311527/0248311529

http://pip-semarang.ac.id

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai

No Kegiatan Hari/Tanggal Waktu

a Pemasukan Dokumen Penawaran Selasa-Rabu,

22-23 Maret 2022

09.00 s/d 13.00 WIB

b. Pembukaan Dokumen Penawaran, Rabu, 09.00 WIB s/d

Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi 23 Maret 2022 Selesai

Harga

p. Psnandatanganan SPK Jum'at,

25 Maret 2022

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai
alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran. Demikian
disampaikan untuk diketahui.

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

PIP SEMARANG

KRISTIN ANITA INDRIMANI. S.ST. MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002



essk
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIKILMU RELAYARAN SEMARANG
^K4N

1  JAI-AN SINGOSARI 2A TELP. (62)024-8311527 FAX ; (62)024-8311529

SEMARANG (62)024-8311528 Email : lnfo@pip-semarang.ac.id
KODE PCS 50242 Home Page: www.DiD-semarana.ac.Id

Nomor

Lampiran

BAB 1. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG

; PL. 102 / 57 / 12 / PIP.SMG-2022 Semarang, 22 Maret 2022
; 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Direktur CV. PUTRA MANDIRI

di Jl. Kerapu III/4 Tanjungmas, Semarang Utara, Semarang

Perihal; Pengadaan Langsung untuk Paket pekeijaan Pengadaan Masker Taruna di Lingkungan Politeknik
Smu Pelayaran Semmng

Deng^ ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung p^et Pekeijaan Barang/Jasa
Lainnya sebagai berikut;
1. Paket Pekerjaan

Nama paket pekeijaan

Ungkup pc^eijaaii

Nilai total HPS

Pengadaan Masker Taruna di Lingkungan Politeknik Ilmu
Pelayaran Semarang
Pengadaan Maskei Taruna di Lin^ungan Qhhi
Pelayaran Semarang
Rp 199.503.480,- (Seratus sembilan puiuh sembilan juta lima ratus
tiga ribu empat ratus deiapan puluh rupiah rupiah)
DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2021Sumber pendanaan

2. Pelaksanaan Pengadaan
Tern pat dan alamat : Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang,

Jl. Singosari 2A Semarang
TelepomFax : 0248311527 / 0248311529
Website : http://pip-semarang,ac,id

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesum dengan

No Kegiatan Hari/Tanggal Waktu

a. Pemasukan Dokumen Penawaran
Selasa-Rabu,

22-23 Maret 2022

09.00 s/d 13.00

WIB

b.

Pembukaan Dokumen Penawaran,
Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan

Nesosiasi Harsa

Rabu,
23 Maret 2022

09.00 WIB s/d

Seiesai

c. Penandatanganan SPK
Jum'at,

25 Maret 2022

09.00 WIB s/d

Seiesai

Apabiia Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Kami sesuai alamat
tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.
P^ab^ Pengadaan Barang/'Jasa Belanja RM

Politeknik Ilmu Pdayaran Semarang

KRISTIN ANITA INHmV. NI. S.ST. MM

Pemlnn 1, IV/t

NIP. 19800602 200212 2 002



BAB n. INSTRUKSIKEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

i. lingkup
Pekerjaan

1.1 Feserta menyampaikan penawaran atas paket
Pengadaan Barang dengan kode Rencana Umum
Pengadan (RUP) sebagaimana tercantum dalam
LDP.

1.2 Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum
dalam LDP.

1.3 Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana
tercantum dalam LDP.

1.4 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk
ro.eny<2ksai.kafl pefeerjaan j.angka mta
berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam
kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan
harga sesuai kontrak.

1.5 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah
sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.6 Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum
dalam LDP.

1.7 Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum
.dalam LP.P.

1.8 Website Satuan

Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.5 ApJika^i jSPSjE ^.efeagaimaiia temankim
dalam LDP.

2. Sumber Dana

3. Perbuatan yang
Dilarang dan
Sanksi

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan
sebagaimana tercantum dalam LDP.

Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini
berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan
tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan

dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi
keinginan penyedia yang bertentangan dengan
Dokumen Pengadaan Langsung, dan/atau
peraturan perundang-undangan;

b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen
dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk



4. Larangan
Pertentangan
Kepentingan

memenuhi persyaratan
Pengadaan Langsujig ini.

dalam Dokumen

4.1 Fara pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan
perannya, menghindari dan mencegah
pertentangan kepentingan baik secara langsung
maupun tidak langsung.

4.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud
pada klausul 4.1 antara lain meliputi:
a. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai

Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat
Pengadaan pada pelaksanaan pengadaan di
Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah.

b. Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat
Pengadaan baik langsung maupun tidak
langsung mengendalikan atau menjalankan
badan usaha Penyedia.

4.3 Peserta dilarang melibatkan pegawai
Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah sebagai
pimpinan dan/atau pengurus badan usaha
dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar
tanggungan

B. PERSYARATAN KUALUIKASI

Per^aratan
KuaMkasi

Administrasi/

Legalitas
Peserta

6.1 Untuk peserta yang berbentuk badan usaha,
persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas
meliputi:
a. Memiliki izin usaha sebagaimana tercantura

dalam LDP;
Memiliki bidang pekerjaan sebagaimana
tercantum dalam LDP;
Memiliki Tanda Daftar Perusahaan CTDP);
Memiliki NPWP dan telah memenuhi

kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir
(SET tahunan);
Mempunyai atau menguasai tempat
usaha/kantor dengan alamat yang benar,
tetap dan beinpa miJik aendiri .atau
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk
mengikatkan diri pada Kontrak yang
dibuktikan dengan:
1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau

perubahannya;
2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan)', dan
3) Kartu Tanda Penduduk.

Pakta Integritas;
Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta
yang berisi:

b.

c.

d.

e.

f.

S-
h.



1) yang bersangkutan dan manajemennya
tidak dalam^ pengawasan- pengadiJan-,
tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak
sedang dihentikan;

2) yang bersangkutan berikut pengurus
badan usaha tidak sedang dikenakan
sanksi daftar hitam;

3) yang berti'ndak untuk dan atas nama
badan usaha tidak sedang dalam
menjalani sanksi pidana; dan

4) pimpinan dan pengurus badan usaha
bukan sebagai pegawai
Kementedan/Lembaga/Perangkat Daecah.
atau pimpinan dan pengurus badan usaha
sebagai pegawai
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
yang sedang mengambil cuti diluar
tanggungan Negara.

6.2 Untuk peserta perorangan, persyaratan kualifikasi
administrasi/Iegalitas meliputi:
a. memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia

seperti Kartu Tanda Penduduk
(CTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili
Tinggal;

b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
dan telah memenuhi kewajiban perpajakan
tahun terakhir;

c. menandatangani Pakta Integritas; dan
d.. Suratpecnyaiaan.yang.ditandaian^jiLbecisi:.

1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
2) keikutsertaannya tidak menimbulkan

pertentangankepentingan pihak yang
terkait;

3) tidak dalam pengawasan pengadilan
darr/atatf sedang menjalam sanksr
pidana; dan

4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara,
kecuali yang bersangkutan mengambil
cuti di luar tanggungan Negara.

6. Fer^aratan Persyaratan kualifikasi teknis meliputi:
Kualifikasi a. Memiliki pengalaman:
Teknis Peserta 1) Peny^iaan barang pada divisi yang sama

paling kurang
1. (-safcu)'pefcerjaan- dalara' lamm-wa-ktu-1 (sati?->
tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah
maupun swasta, termasuk pengalaman
subkontrak; dan

2) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam
kelompok/grup yang sama paling kurang 1



(satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga)
tahun- terakhir baik di- lingkungati' pemerintah
maupun swasta, termasuk pengalaman
subkontrak.

b. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber
daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan
dalam proses penyediaan termasuk layanan puma
jual' (jika drperl'ukan).

C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

7. Isi Dokumen

Fengadaan
Latigsung

Dokumen Fengadaan Langsung terdiri dari:
a. Undangan Fengadaan Langsung;
b. Inst'ruksi Kepada Fesert'a (IKP)";
c. Lembar Data Pemilihan (LDP);
d. Daftar Kuantitas, Spesifikasi Teknis dan Gambar;
e. Bentuk Dokumen Fenawaran:

f. Pakta Integritas;
g. Formulir Isian Kualifikasi; dan
h. Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK).

D. PENYIAFAN DOKUMEN FENAWARAN

8. Dokumen

Fenawaran dan

Kualifikasi

8.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran

Administrasi, Penawaran Teknis, Penawaran Haiga,
Pakta rntegritas, dan Formulir Isian Kualifikasi,
sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

8.2 Dokumen Penawaran Administrasi yang terdiri dari:
a. Surat Penawaran, yang didalamnya

mencantumkan:

1) tanggal;
2) masa berlaku penawaran sebagaimana

tercantum dalam LDP;
3) harga penawaran (dalam angka dan

huruf);dan
4). tanda-tangamoleh-:-

a) direktur utama/pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi;

b) penerima kuasa dari direktur
utama/pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi yang
nama penerima kuasanya tercantum:
dalam akta pendirian/anggaran dasar;

c) pihak lain yang bukan direktur
utama/pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi yang
namanya tidak tercantum dalam akta
pendirian/anggaran dasar, sepanjang
pihak lain tersebut adalah
pengurus/karyawan



perusahaan/karyawan koperasi yang
■berstatusseba^- tenaga- kei^'a- tetap-dan-
mendapat kuasa atau pendelegasian
wewenang yang sah dari direktur
utama/pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi
berdasarkan akta pendirian/anggaran
dasar; atau

d) kepala cabang perusahaan yang
diangkat oleh kantor pusat.

b. Surat Kuasa dari direktur utama/pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi kepada
penerima-kuasa-Capabiia-dikua5aka-n)v

8.3 Dokumen Penawaran Teknis yang terdiri dari:
a. spesifikasi teknis barang yang ditawarkan

berdasarkan contoh, brosur dan gambar-
gambar;

b; standar produk yang digunakan;
c. garansi;
d. asuransi (apabila dipersyaratkan);
e. sertifikat/izin/hasil uji mutu/teknis (apabila

dipersyaratkan);
f. layanan purnajual;.
g. tenaga teknis (apabila dipersyaratkan);
h. jangka waktu penyerahan/pengiriman barang

sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
i. identitas (jenis, tipe dan merek).

SA Dctomen-Penaw^aTTHaiga^yang-terdlrr darir
a. Rincian harga penawaran (Daftar Kuantitas

dan Harga);
b. Jumlah total harga penawaran;
c. Biaya overhead dan keuntungan serta semua

pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang
sah serta biaya asuransi (apabila diperlukan)
yang harus dibayar oleh penyedia untuk
pelaksanaan pengadaan barang ini
diperhitungkan dalam total harga penawaran.

•8.5- Dokumen. kualifikasi- terdiri-dari Pakta- Integritas-
dan Formulir Isian Kualifikasi harus diisi lengkap
dan ditandatangani oleh pihak sebagaimana
tercantum pada klausul 8.2 huruf a butir 4).

E. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

9. Penyampaian Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran
Dokumen kepada Pejabat Pengadaan sesuai jadwal dalam Undangan
Penawaran Pengadaan Langsung



F. PEMBUKAANPENAWARAN,EVALUASI, KLARIFIKASIDANNEGOSIASI

10. Pembukaan

Penawaran

8.1 Dokumen Penawaran dibuka pada saat penyerahan
dokumen penawaran sesuai jadwal dalam
Undangan Pengadaan Langsung.

8.2 Pejabat Pengadaan memeriksa
Dokumen Penawaran, yang meliputi:
a. Surat penawaran
b. Surat kuasa (apabiladikuasakan);
c. Dokumen penawaran teknis;
dv Dokumen- penawaran- haiga;-
e. Pakta Integritas; dan
f, Formulir Isian Kualifikasi.

kelengkapan

11. Evaiuasidan

Negosiasi
Pfenawaran

11.1 Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran
yang meliputi:
a. evaruasTadmihisfrasi dan kualifikasi';
b. evaluasi teknis; dan
c. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.

11.2 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi:

a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan
administrasi, apabila surat penawaran memenuhi
ketentuan sebagai berikut:
a) ditandatangani oleh pihak sebagaimana

klausul 8.2 huruf a butir4);
b) mencantumkan penawaran harga;
G).jangka- waktu- berlakunya- su-rat- -penawaran-

tidak kurang dari waktu sebagaimana
tercantum dalam LDP; dan

d) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang
ditawarkan tidak melebihi jangka waktu
sebagaimana tercantum dalam LDP.

b.Jika peserta tidak memenuhi' persyaratan
administrasi, Pejabat Pengadaan menyatakan
Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang
Pelaku Usaha lain.

c. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:
1) Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem

gugur;

Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta
Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi sesuai
dengan persyaratan kualifikasi pada klausul 5
dan 6.

Apabila-penyedia- tidak memenuhi- persyaratan-
kualifikasi, Pejabat Pengadaan menyatakan
Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang
Pelaku Usaha lain.

2)

3)-

11.3 Evaluasi Teknis:

a. evaluasi'ieknis' drlakukan' terhadap' peserta yang"



memenuhi persyaratan administrasi dan
kualifikasi;

b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai
dengan yang ditetapkan sebagaimana yang
tercantum di spesifikasi;

c. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan
sistem gugur {pass and fail)',

d". Pej'abat Pengad'aan menilai' persyaratan teknis
minimal yang hams dipenuhi sebagaimana
tercantum di spesifikasi;

e. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan
terhadap Dokumen Penawaran Teknis
sebagaimana. terdapat pada.klausuL8.3..

f. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan teknis,
Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan
Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha
lain.

Klarifikasi.dan.negosiasi teknis dan.harga- ̂
a. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan

negosiasi teknis dan haiga.
b. Pejabat Pengadaan bersama dengan peserta

membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan

Negosiasi.
c. Apal3iia klaTrfrkasT dan negtjsrasrtidak'mencapar

kesepakatan, Pejabat Pengadaan menyatal^n
Pengadaan Langsung gagal, dan dilakukan
Pengadaan Langsung ulang mengundang
Pelaku Usaha lain.

12.Pembuatan

Berita Acara

Hasil

Pengadaan
Langsung

12.1 Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil
Pengadaan Langsung.

12.2 Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung harus
memuat hal-hal sebagai berikut:
a. tanggal dibuatnya Berita Acara
b. Nama dan alamat peserta;
c. harga penawaran dan haiga hasil negosiasi;
d. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); dan
e. keterangan-keterangan lain yang dianggap

perlu (apabila ada)
G..

IS.Penerbitan

SPPBJ
12.1 Pejabat Pengadaan menyampaikan laporan hasil

Pengadaan Langsung kepada PPK dengan
melampirkan Berita Acara Hasil Pengadaan
Langsung.

12.2 PPK sebelum menerbitkan SPPBJ melakukan review
atas laporan hasil Pengadaan Langsung untuk
memastikan:

a. bahwa proses Pengadaan Langsung sudah
dilaksanakan sesuai prosedur; dan

b. bahwa calort Penye^a memiliki' kemanTpuan



untuk melaksanakan Kontrak.

12.3 Dalam hal PPK menyetujui hasil Pengadaan
Langsung, maka PPK menerbitkan SPPBJ.

12.4 PPK mengirimkan SPPBJ kepada calon Penyedia
dan memasukkan data SPPBJ pada Aplikasi SPSE.

12.5 Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil Pengadaan
Langsung, maka PPK menyampaikan penolakan
kepada Pejabat Pengadaan dengan dlsertai alasan
dan bukti. Selanjutnya PPK dan Pejabat Pengadaan
.melakukan. pembahasan. .bei:sama- .teckait
perbedaan pendapat atas hasil Pengadaan
Langsung.

12.6 Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka
pengambilan keputusan atas hasil pemilihan
diserahkan- kepada PA'/KFA paling lambat 6
(enam) hari kerja setelah tidak tercapai
kesepakatan.

14.Penandatangan 13.1 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK
-an SPK yang meliputi substansi, bahasa, redaksional,

angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada
setiap lembar SPK.

13.2 Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan,
yaitu:
a.. ̂ek3i£ang--.ku£angj3ya. Z (dua). -SPK. asli,. tecdui

dari:

1) SPK asli pertama untuk PPK dibubuhi
meterai pada bagian yang ditandatangani
oleh penyedia barang; dan

2) SPK asli kedua untuk penyedia barang
dibubuhi .meterai- pada^ bagian^ yang
ditandatangani oleh PPK;

b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi meterai,
apabila diperlukan.

13.3 Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas
nama Penyedia adalah sebagaiynana dinraksu'd'
pada klausul 8.2 huruf a butir 4).
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BAB III. LEMBAR DATA PENGADAAN (LDP)

Bagian IKP No.

IKP

Isian Ketentuan

1. UNGKUP

PEKERJAAN

1.1 Kode RUP: 35028030

1.2 Nama paket pengadaan:
Pengadaan Masker Taruna di Lingkungan Politeknik
Ilmu Pelayaran Semarang

1.3 Uraian singkat paket pengadaan: Pengadaan Masker
Taruna di Lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang.

1.4 Jenis Kontrak yang digunakan:
ffarga satuan

1.6 Nama Satuan Keija/Perangkat Daerah:
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

1.7 Nama Pejabat Pengadaan:
Pejabat Pengadaan Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang

1.8 Alamat Pejabat Pengadaan:
Jl. Singosari 2A Semarang

1.9 Website Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah:
httDs://Dip-semarane.ac.id

I.IG Website Aplikasi SPSE:
iDse.deohub.eo.id

2. SUMBER DANA Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan:
DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2021

3. PERSYARATAN

KlIALIFIKASI

PESERTA

3.1 Memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan
atau surat izin lain sesuai bidang sebagaimana yang
dipersyaratkan, yaitu : Tanda Daftar Perusahaan
(TDP) Persekutuan Komanditer dengan jenis usaha
pengadaan barang dan jasa yang masih berlaku
dengan menyampaikan rekaman.

3.2 Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban
perpajakan (SPT Tahunan) tahun 2019/2020



n

3.3 Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta
perubahan perusahaan (apabila ada penibahan)';

3.4 Surat Pemyataan Pakta Integritas.

4. DOKUMEN

■PENAWARAN-
DAN

4.1 Masa berlaku surat penawaran:
15 (lima belas) hari kalender

KUALIFIKASI
4.2 Jangka waktu pelaksanaan pekeijaan:

5 (lima) hari kalender
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BAB IV. SPESIFIKASITEKNIS DAN GAMBAR

Keterangan

Uraian dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar (apabila ada) akan disediakan oleh
Pejabat Pengadaan.

NO \ NAAIABARANG " JUMLAH
•; SPESIFIKASI .

■  TEKNIst - .• „

1 Masker 5052 pax

Masker 3 ply [terdiri dari 3 lapisan, lapisan
iuar, dalam dan bagian tengah yang
berfungsi sebagai filter, bacteiy filter
dengan tali karet lentur yang dlpasang dl
telinga.
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BAB V. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

NO URAIAN JUMLAH

PENAV/ARAN

PIARGA

SATUAN
JUMLAH

1 Masker 5052 pax Rp Rp

JUMLAH
Rp
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BARVT. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN

[Kop Surat]

NoiWOr [Cempal]', __[Tanggal']' f'bul'anj' fTahun]'
Lampiran

Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan pada [Kemenlerian/Lembaga/Perangkat Daerah]

di

Perihal : Penawaran Pengadaan [diisi nama
pekerjaan]

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor:
tanggal , dengan ini kami mengajukan penawaran untuk
pengadaan [diisi nama pekeijaan] sebesar

Rp ( ).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum
dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekeijaan tersebut di
atas.

Kami akan melaksanakan pekeijaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan
pekeijaan selama ( ) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama ( ) hari kalender sejak
tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap
dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup
dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen
Pengadaan Langsung.

Penyedla,
[PT/CV/Firma/Koperasi/Perorangan]

Nama Lengkap
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B. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

No. Uraian

Pekerjaan
Spesiflkasi
Teknis dan/atau

Gambar

Satuan Volume Identitas

yang

ditawarkan

1. [Diisi uraian
.jenis
Pekerjaan]

[diisi
. satuan- unit

Pekerjaan]

[diisi volume
. unit

Pekerjaan]

,

C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA

Daftar Kuantitas dan Harga

Daftar Kuantitas dan Harga diisi sesuai dengan item pekeijaan yang tercantum dalam
spesifikasi.

1 No Uraian Pekerjaan Satuan Volume Jumlah Har^a
1
[

Jumlah (Sebe umPPN)

PPN (.10%)

Jumlah total setelah PPN
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BAR Vtt. PAKTA RfTEGRITAS

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Tanpa Kemitraan]

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bert'anda tangan di baw^ ini:

Nama : [nama wakil sah badan usaha]

No. Identitas : [diisi nomor KTP/SIM/Paspor]

Jabatan :

Bertindak untuk : PT/CV/Firma/ECoperasi [pilih yang sesuai
dan atas nama dan cantumkan nama]

dalam rangka Pengadaan Masker Taruna pada Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP)
Semarang dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

2. akan melaporkan kepada APIP Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang,
dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses
pengadaan-ini;

3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional
imtuk memberikan hasil keija terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

4'. apabila-mdanggar hal-hd- yang- dinyatdcan- dalam- PAKTA INTEGRITAS- ini;
bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam
Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

[tempath ftansmll [bulanj 20 [tahunl

[Nama Penyedia]

[tanda tangan]^

[nama lengkap]
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FQRMULIRISIAN KUALIFIKASI

FORMULIRISIAN KUALIFIKASI UNTUK PESERTA BERBENTUK BADAN

USAHA

S'aya yang bertandatangan di bawab ini:

Nama [nama badan usaha]

No. Identitas : [diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]

Jabatan. [diisi sesuaiJahatan- dalamakta. notar.is].

Bertindak : [diisi nama badan usaha]
untuk

dan atas nama

Alamat* :

Telepon/Fax :

Email :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama
perusahaan/koperasiberdasarkan {akta pendirian/anggaran
dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta
pendirian/anggaran dasar/surat kuasa\,

2. saya bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Z>c2g/
pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar
tanggungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah ditulis sebagai
berikut : "Saya merupakan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah- yang sedang cuti diluar tanggungan-
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah "]\

3. sayatidak sedang menjalani sanksi pidana;

4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan
para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses
pengadaan ini;

5. badan usahayang saya wakilitidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam,
tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya
tidak sedang-dihentikan;

6. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:
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A. Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha

2. Status Badan Usaha □ Pusat □ Cabang

^ • Alamat Kantor Pusat

No. Telepon

No. Fax

E-Mail

4. Alamat Kantor Cabang
No. Telepon
No, Fax

E-Mail

5. Bukti' kepemilifcan/penguasaan- tempat-
usaha/kantor

B. Landasan Hukum Pendinan Badan Usaha

1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi

a. Nomor

b. Tanggal

c. Nama Notaris

d. Nomor Pengesahan/pendaftaran
[eontohi nomor pengesahan- Kementerian-
Huknm dan HAMuntuk yang berbentuk
PT]

2. Perubahan Terakhir Akta Pendirian
Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi
a. Nomor

b. Tanggal

c. Nama Notaris

[conioh: persetujuan/bukfi laporan dari
Kementerian Hukum dan HAM untuk
yang berbentuk PT]

C. Fengurus Badan Usaha

1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)

No. Nama nomor Kartu Tanda
Penduduk (KTP)/

Paspor/Surat
Keterangan Domisili

Tinggal

Jabatan dalam Badan Usaha
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2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No. Nama nomor Kartu Tanda

Penduduk (KTP)/
Paspor/Surat

Keterangan Domisili
Tinggal

Jabatan dalam Badan Usaha

. .

D. Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Surat Izin Usaha

Masa berlaku izin usaha

Instansi pemberi izin usaha

Kualiflkasi Usaha

Klasifikasi Usaha

No. TDP

No _Tanggal

E. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkanj

1. Surat Izin No Tanseal

2. Masa berlaku izin

3. Instansi pemberi izin

F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No. Nama

' nomor Kartu'Tanda"

Penduduk (KTP)/
Paspor/Surat

Keterangan Domisili
Tinggal

Alamat-

Persentase

2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak

b. Bukti laporan Pajak Tahun
terakhir (SPT tahunan)

No. tanaeal
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G. DataFersonalia(Tenaga ahli/teknis/terampilbadan usaha) [apabila diperlukan]

No Nama
Tgl/bln/thn

lahir

Tingkat
Pendidikan

Jabatan

dalam

pekeriaan

Pengalaman
Keija
(tahun)

Profesi/

keahlian

Tahun

Sertifikat/

Ijazah

1 2 3 4 5 6 7 8

'

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan/iopoft/Ya diperlukan]

No.

Jenis

Fasilitas/Pera

latan/

Perlengkapan

Jumlah

Kapasitas
atau output

■ pada- saat' ini-

Merk

dan

'  tipe

Tahun

pembuatan
Kondisi

,  (%)
Lokasi

Sekarang

Bukti

Status

Kepemilik
an

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Data Fengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

No.

Nama

Paket

• PekeijaaD'
kelompok
(grup)"

Ringkasan
Lingkup
Pekeijaan

Lokasi

Pemberi Pekeijaan

Kontrak Status

Penyedia
dalam

, pelaksan
aan

Pekeijaa
n

Tanggal Selesai
Pekeijaan
Berdasarkan

Nama
Alamat/

Telepon

'No/'
Tan

ggal
Nilai

Kontra

k

BA Serah

Teiima

(I) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1

2

dst
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J-. Bata-Pekerjaaa^yaog-sedang-dilal^nakan-

No.

Nama

Paket

■ Pckcijaan--

Ringkasan
Lingkup
Pekeijaan

Lokas

i

Pemberi Pekeqaan

Status

Penyedia
dalam

pelaksanaan
Pekeijaan

Kontrak Progres Terakhir

Nama
Alamat/

Telepon
No/

Tanggal
Nilai

Kontrak

(Rencana)

(%)

Prestasi

Keija
(%)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenamya dan penuh
rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang
saya sampaikan tidak benar dan ada peraalsuan, maka saya dan badan usaha yang
saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksiadministratif, Sanksi Daftar
Hit'am, gugato secara perdktia, d^^taupel'aporan secara pid'ana kepad'a pihak
benvenang sesuai dengan ketentuan peraturan penmdang-un^ngan.

[tempat], ftan^sal] [bulan]

PT/€V/Firma/K.operasi'

[tahun]

Jpilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meteraiRp 6.000,-
tanda tangan]

[jabatan dalam badan usaha]
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BENTUK SURAT PEREVTAH KERJA (SPK)
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[kop surat satuan kerjaPejabat Pembuat Komitmen]

SURAT PERINTAH KERJA

(SPK)

SATUAN KERJA:

NOMOR DAN TANGGAL SPK

NamaPPK:

Nama Penyedia:

PAKET PENGADAAN

NOMGR SURAT UNDANGAN- PEN<^^DAAN

LANGSUNG;

TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN

LANGSUNG:

NGMOR BERITA AGARA BASIL PENGADAAN

LANGSUNG:

TANGGAL BERITA ACARA BASIL PENGADAAN

LANGSUNG:

SUMEER DANA:' [sebagqi' cofiToh; cmmmkarr "ditfelrankzm' aras- DiP'A/DPA
Tahun Anggaran mtuk mata anggaran kegiatan

Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp_
(  rupiah).

Jenis Kontrak

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN:,
kalender

_) hari

Untuk dan atas nama

Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan dan cap (jika salinan
asli ini untuk Penyedia maka rekatkan

meterai Bp 6.000, -)]

fnama lenskavl

fjabatan]

Untuk dan atas nama Penyedia

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini
.  untukproyek/satuan kerja Pejabat Pembuat
Komitmen maka rekatkan meterai Bp

6.000,-)]

fnama lenskapl
fjabatan]
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SYiOtATUMUM

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LEVGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekeijaan dalam
jangka' waktu' yang- ditentidcan" sesuai dengan- volume; spesifikasi' teknis' dan' harga'
yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum
Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

a. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya
overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).

b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang. tercantum dalam daftar
kuantitas dan harga.

4. HAK KEPEimLIKAN

a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau
disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK.
Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara
optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum
yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK
tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK
pada saat SPK berakhiV atau jika ti'dak diperl'ukan I'a^' oleh penyedia. Semua
peralatan tersebut hams dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat
diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian
yang wajar.

5. eACATMUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekeijaan penyedia dan memberitahukan secara
tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat
memerintahkan penyedia untuk menguji pekeijaan yang dianggap oleh PPK
mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama
masagaransi'.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan
lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK.
Semua^pengeluaran. peip^akan ini-dianggap telah-termasukddamJi^ga-SPK..

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau
selumh pekeijaan. Pengalihan seluruh pekeijaan hanya diperbolehkan dalam hal
pergantian nama penyedia, balk sebagai akibat peleburan {merger) atau akibat
lainnya.
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8. JADWiiL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau
pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Keqa.

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai keija yang tercantum
dalam Surat Perintah Mulai Keija.

c; Penyedia- hams menydcsatkanpdccgaan sesuai-jadwal* yang ditcntukan:
d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekeijaan sesuai jadwal karena

keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian
tersebut kepada PPK, maka PPKdapat melakukan penjadwalan kembali
pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat
Perintah Mulai Kerjasampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi teijadinya

kecelakaan, pelaksanaan pekeijaan,. serta pekeija untuk pelaksanaan
pekeijaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan,
serta risiko lain yang tidak dapat diduga;

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
b. Besaraya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam

harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung
tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung
jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum,
proses pemeriksaan hiikum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta
instansinya (kecuali kemgian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan
kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari
hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai keija sampai dengan tanggal
penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
I")" kehilangan atankerusafcanperaiatan danharta"benda*penyediadanPersoneiv
2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
3) kehilangan atau kemsakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian

pihak lain.
b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan

berita- aeara- serah- terima-, semua- risiko- k-ehilangan- atau- k-erusakan- hasil-
pekeijaan inimerupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan
tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam syarat ini.

d. Kehilangan atau kemsakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai keija
sampaibatas akhir garansi,hams diperbaiki,diganti atau dilengkapi oleh
penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kemsakan tersebut
teijadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan



24

pekeijaan yang dilaksanakan oleh penyedia.PPK dapat memerintahkan kepada
pihak lain unfuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan
pekeijaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekeijaan memerintahkan penyedia untuk melakukan
pengujian- Cacat Mutu' yang- tid^ tcrcantum- dalam- Spcsifikasi- Tcknis dan-
Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia
berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan
adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa
Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekeijaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap
kemajuan pekeijaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan
pekeijaan. Hasil pemeriksaan pekeijaan dituangkan dalam laporan kemajnan
hasil pekeijaan.

b. Untuk merekam pelaksanaan pekeijaan, PPK dapat menugaskan Pengawas
Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan
pekeijaan di lokasi pekeijaan

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekeijaan pada tanggal mulai keija, dan melaksanakan pekerjaan
sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekeijaan selambat-
lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah
Mulai Keija.

b. Jika pekeijaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena
kesalahan atau kelalaian penyediamaka penyedia dikenakan sanksi berupa
denda keterlambatan.

c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK
memberikan-tambahairperpaiijangaTr waktu' penyelesaiampekeijaan;

d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal
penyelesaian semua pekeijaan.

15. SERAHTERIMA PEKERJAAN

a. Setelah pekeijaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan
permintaan secara tertulis kepada PPK imtuk penyerahan pekeijaan.

b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil
pekeijaan.

c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekeijaan dapat dibantu oleh
pengawas pekeijaan dan/atau tim teknis.

d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekeijaan,
penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.

e. PPK menerima hasil pekeijaan setelah seluruh hasil pekeijaan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan SPK.

i: Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen)' dari harga SPK dan
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penyedia hams menyerahkan Sertifikat Garansi.

a.

b.

d.

16. JAMBVAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada)
berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang
tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian
Penyedia; atau-cacat mutu afcibatdcsain; bahan; dan-cara kcrja-.
Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera
setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk
memperbaikii mengganti, dan/atau- melengkapi Barang dalam- jangka- waktir
sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat
cacat mutu dalam Jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam
Sertifikat Garansi J'PK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan
PPK secara langsung, atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan
melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya
perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara
tertulis oleh PPK.

Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat
mutu dikenakan Sanksi DaftarHitam.

17. PERUBAHAN SPK

a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
b. PembahanSPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi

lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak,
meliputi:
1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
4) mengubahjadwal pelaksanaan pekeijaan.

c. Untuk kepentingair perabahan- SPK, PPK dapat dibantuPejabat Penelitr
Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWAKOMPENSASI

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai
berikut:

1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekeijaan;
2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai

jadwal yang dibutuhkan;
4Xpenyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;,
5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian

tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian temyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekeijaan;
7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat

diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
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8) ketentuan lain dalam SPK.
b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengel'uaran tambahan dan/atau

keterlambatan penyelesaian pekeijaan maka PPK berkewajiban untuk
membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian
pekerjaan.

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan
perhitungan- kompensasi- yang- diajukan- oldi- pcnycdia- kepada* dapat
dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekeijaan hanya dapat diberikan jika
berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh
penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat
Peristiwa- K-ompensasi

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian
pekeijaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini
dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

a. Jika teijadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekeijaan akan
melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta
perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK
berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekeijaan memperpanjang tanggal
penyelesaian pekeijaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus
dilakukan melalui adendum SPK.

b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan
penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

a. Pen^^entian" SPK dapatdili^txikan'karena'teijadrKeaitean'Kahar:
b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai

dengan prestasi pekeijaan yang telah dicapai, termasuk:
1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekeqaan ini.

Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK,
danselanjutnya- menjadi- hak milik PPK;

2) biaya langsung demobilisasi personel.
c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata,pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan
apabila:
1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam

proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang benvenang;
2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau

pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan
Ijenar oleh instansi yang berwenang;

3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekeijaan;
5) penyedia menghentikan pekeqaan dan penghentian ini ti^k tercantum

dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
6) penyedia berada dalam keadaan paiTit;
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e.

7) Penyedia gagal memperbaiki kineija setelah mendapat Surat Peringatan
sebanyak 3'(tiga) kali;

8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka
waktu yang ditetapkan oleh PPK;

9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan
pekeqaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan)
hari;dan/atau'

10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran
tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum
dalam SPK.

Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia;
1-)-Sisa^ uang muka- hapus dilunasi-oleh- Penyedia-atau- Jaminan- Uang Muka-

dicairkan (apabila diberikan);
2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.
Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan
prosedur,. melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam
pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi hasil pekeqaan yang disepakati dilakukan oleh PPK,
dengan ketentuan:
1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil

pekeijaan;
2) pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan/sistem termin/pembayaran

secara sekaligus];
5) pembayaran haras dipotbng denda (apabila ada), dan pajak;

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekeqaan selesai 100% (seratus
persen) dan Berita Acara Serah Terimaditandatangani.

c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari keqa setelah pengajuan permintaan
pembayaran dari penyedia haras sudah mengajukan surat permintaan
pembayaran: kepada Pejabat Penandatangair Surat Perrntalr Membayar
(PPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi
alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk
menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-
hal- yang sed^g menjadi- perselisihan-.

22. DENDA

a. Jika pekeqaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan
pekeqaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia
berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil).
dari [nilai SPK atau dari nilai bagian SPK] (tidak termasuk PPN) untuk setiap
hari keterlambatan.

b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekeqaan
penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual
penyedia.
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2S, PENTELESAIANPEESELiSrBXN

PPK dan penyedia berkewajiban imtuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan
secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK
ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekeijaan. Jika
perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan
diseiesaikan- mdalui' Layanan- Pcnydcsaian- Sengketa; arbitrase- atau- Pcngadilan-
Negeri.

24. LARANGANPEMBERIANKOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau
akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah Tairinya baik Tangsung maupun
tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini
merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.
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BAB IX

BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

[hop surat K/L/PD]

Nomor:

20

J,ampiran.:.

Kepada Yth.

di

Pferihal' : P^nunjukan PfenyecMa Pekeijaan Konsfruksi unt'uk Pfel'aksanaan P^ket
Pengadaan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor
tanggal tentang dengan hasil negosiasi harga sebesar
Rp; ( )■ kami- nyatalcan- diterima/disetuj ui-.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini
Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari
keija setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima
penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara,
akan dikenakan sanksi sesuai kefent'uan d'al'am Perafuran Pfcrundangan terkait
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja
Pejabat Penandatangan Kontrak

[tanda tangan]

fnama lemkapl
[jabatan]
NIP:

Tembusan Yth. :
1 . [PA/KPA K/L/PD]
2 . [APlPK/yPD]
3 . [Pejabat Pengadaan]

dst
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B. BENTUKSURATPEREVTAHMULAIKERJA

[hop swat satuan kerja K/L/PD]

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor:

Paket Pekeijaan:

Vang, bertanda^tangan. dibawah. ini:-

Jnama Pejabat Penandatangan Kontrak]
Jjabatan Pejabat Penandatangan Kontrak]
Jalamat satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak]

sel'anjutnya disebut' sebagai Pejabat'PenandJitanganKonftak;

berdasarkan SPK nomor tanggal , bersama
ini memerintahkan:

[nama Penyedia Jasa Lainnya]
[alamafPenyedia J'asa Lainnya]'

yang dalam hal ini diwakili oleh:

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekeijaan dengan memperhatikan ketentuan-
ketentuan sebagai berikut:

1. Paketpengadaan: ;

2. Tanggal mulai keria:

3. Svarat-svarat pekeriaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;

4. Waktu penvelesaian: selama ) hari kalender dan pekeijaan
harus sudah selesai pada tanggal

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian
pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000
(satu permil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK(tidak termasuk PPN)
sesuai ketentuan dalam SPK.
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[tempat], __[tanggal] fbulan] ftahun]

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak

[tanda tangan]

fnama lenskapl
[jabatan]
NIP:

Menexima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama [nama Penyedia]

[tanda- ta-nganj-

[nama lengkavl
[jabatan]
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BABX

PENUTUP

1. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsimg
ini sebagai pedoinan dalani pelaksattaan -pekefjaaii Pengadaan Masker Tanma
di Lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaian Semarang;

2. Semua pengeluaran biaya sebagai akibat ketetapan ini dibebankan kepada
Anggaran Belanja pada DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022
Nomor: SPDIPA.-.022.12.i.41433.0/2021 tanggal 17>Jov.einber2021.

3. Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan
berakhimya tugas Pejabat Pengadaan, dengan ketentuan apabila dikemudian
hari temyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dirubah dan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Semarang, 22 Maret 2022

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Belanja
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

KRISTIN ANITA INDRIYANI. S.ST. MM

Pembina, IV/a
NIP. 19800602 200212 2 002



KERANGKA ACUAN KERJA

PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA

PA/KPA

UNIT KERJA

PPK

Capt. DIAN WAHDIANA, M.M

POLITEKMKILMU PELAYARAN SEMARANG

HERIPRASETYO, S.M.

PENGADAAN MASKER TARUNA

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

TAHUN ANGGARAN 2022



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGADAAN MASKER TARUNA

POLITEKNIKILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022

I. LATAR BELAKANG

1. DasarHukum

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4849);

d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5336);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di

Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tentang Penetapan

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departeman Perhubungan Sebagai

Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum;



i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 43 Tahun 2014 tentang Organisasi

dan Tata Keija Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;

j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2015 tentang Statuta

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;

k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.140 Tahun 2016 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.70 Tahun 2013 tentang

Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut;

m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi

dan Tata Keija Kementerian Perhubungan;

n. Peraturan Kepaia Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK

656/DL-002AnyDIKLAT-10 tentang perubahan atas Peraturan Kepaia Badan

Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK. 471/DL.002/IV/DIKLAT-09

tentang Kurikulum Pendidikan Kepelautan;

0. Peraturan Kepaia Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Nomor SK 2162/HK-208/XI/DIKLAT-10 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan;

p. Peraturan Kepaia Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Nomor PK.Ol/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;

q. Peraturan Kepaia Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Nomor PK.02/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan

Pembentukan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;

r. Peraturan Kepaia Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Nomor PK.03/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan

Pemutakhiran Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;



s. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor

PK.07/BPSDMP-2016 tentang Knrikulum Program Pendidikan dan Pelatihan

Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi di Bidang Pelayaran.

2. GambaranUmum

Sejaian dengan visi terwujudnya konektivitas nasional yang handal, berdaya

saing dan memberikan nilai tambah. Untuk dapat menjalankan visi tersebut maka misi

yang diemban oleh Kementerian Perhubungan adalah:

a. Meningkatkan aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk

mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;

b. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan

pelayanan jasa transportasi;

c. Meningkatkan kineija pelayanan jasa transportasi;

d. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi;

e. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan dibidang

peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia, dan pengakuan hukum secara

konsisten;

£ Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang ramah

lingkungan imtuk mengantisipasi perubahan iklim;

g. Meningkatkan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan instruktur sector

transportasi.

Visi dan Misi Badan Pongembangan Siunber Daya Manusia Perhubungan

(BPSDM) Kementerian Perhubimgan selain mengacu pada tugas pokok dan fungsi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, visi dan misi

Kementerian Perhubungan dan menindaklanjuti amanat Undang - undang di bidang

transportasi antara lain:

a. Undang - undang Nomor 23 Tahim 2007 tentang Perkeretaapian;

b. Undang - imdang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

c. Undang^ undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang P^erbangan;

d. Undang - undang Nomor 22 Tahim 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam keempat Undang - undang dibidang transportasi diatas mengamanatkan

bahwa pemerintah (Kementerian Perhubungan) bertanggung jawab atas penyediaan

dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang transportasi (profesional,



kompeten, disiplin, bertanggung jawab dan memiliki integritas) yang memenuhi

standar nasional dan intemasional.

Berdasarkan hal diatas, maka Visi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

(BPSDM) Perhubimgan adalah terwujudnya sumber daya manusia perhubungan yang

prima, profesional dan beretika dalam menyelenggarakan transportasi yang handal

serta berorientasi Zero Accident.

Untuk mencapai visi tersebut, maka telah dirumuskan misi Badan P-engembangan

SDM Perhubungan adalah sebagai berikut;

a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat transportasi sesuai dengan standar

nasional dan intemasional;

b. Meningkatkan mutu lulusan diklat transportasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia

keija melalui keijasama kemitraan dengan stakeholder terkait;

c. Penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien, akuntabel dan

tronsparansi.

Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut yang berada dibawah koordinasi

Badan Pengembangan SDM Perhubimgan mempunyai visi terwujudnya SDM

transportasi laut yang kompeten dan berdaya saing nasional dan intemasional dan

mempunyai misi penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien,

akuntabel dan transparansi.

Selain itu, dalam menggerakan roda organisasi sesuai tugas dan fungsi yang telah

diamanatkan Kementerian Perhubungan, BLU PIP Semjnang mempunyai eita--cita

dan harapan yang dituangkan dalam visi organisasi sebagai berikut:

" Menjadi Perguruan Tinggi Pelayaran Niaga yang Profesional, Mandiri dan

Berwawasan Global". Visi PIP Semarang akan terwujud dengan baik sesuai yang

dicita-citakan dengan membuat perencanaan dan penetapan misi sebagai langkah-

langkah konkret organisasi yang dijabarkan sebagai berikut:

a) Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional maupun

intemasional untuk membekali sumber daya manusia yang profesional, mandiri,

berwibawa dan berwawasan global.

b) Mengembangkan penguasaan ilmu terapan dan teknologi bidang pelayaran

melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.



c) Melaksanakan tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel dan mandiri dengan

meningkatkan kemampuan seluruh sumber daya organisasi secara terus menerus.

d) Menjalin keijasama dengan stakeholder, dunia usaha, dunia industri dan alumni

demi terwujudnya jejaring kineija berkelanjutan

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang merupakan salah satu instansi pelayanan

pendidikan di bidang pelayaran yang berada di Kota Semarang. PIP Semarang adalah

Perguruan Tinggi Negeri dibawah Kementerian Perhubungan RI. PIP semarang

mempunya tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi dibidang pelayaran

dan secara internal PIP Semarang saat ini sedang menjalankan komitmen dan

tanggung jawabnya sebagai penyedia, pengembang dan pemerata pendidikan ilmu

pelayaran dalam rangka meningkatkan pelayanan publik pada bidang pendidikan ilmu

pelayaran. PIP Semarang melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi

dan sertifikasi dalam rangka melaksanakan kegiatan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Perhubungan Laut.

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang selain menyelenggarakan program

pendidikan dan pelatihan transportasi juga menyelenggarakan jasa layanan diklat

keterampilan dan keahlian pelaut. Jasa layanan ini selain meningkatkan keterampilan

kompetensi ijasah para pelaut juga menyelenggarakan diklat pengembangan keahlian

pelaut antara lain seperti BST, AFF, MFA, SDSD, dll.

3. Rumusan Masalah

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang sebagai institusi pendidikan di bawah Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan memiliki misi salah satunya

adalah memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional dan

intemasional untuk menghasilkan sumber daya pelayaran yang prima, professional,

beretika. Masker merupakan salah satu kebutuhan taruna Politeknik Ilmu Pelayaran

Semarang. Sesuai peraturan yang berlaku taruna wajib mengenakan masker saat

melaksanakan kegiatan dan menjalankan tugas di Lingkungan PIP Semarang.



n. MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud Kegiatan

Maksud dari kegiatan Pengadaan Masker Taruna Politeknik llmu Pelayaran

Semarang Tahun 2022 adalah untuk menciptakan keseragaman dan meningkatkan

.disiplin taruna .dalam kegiatan .dikampus untuk membentuk .dan meningkatkat

pembinaan karakter dan kekompakan taruna di Lingkungan PIP Semarang.

2) Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan Pengadaan Masker Taruna Politeknik llmu Pelayaran (Pff)

Semarang Tahun 2022 adalah untuk meningkatkan disiplin, ketertiban, seita

kewibawaan taruna, serta mendidaingbeijalannya kegiatan dengan bmk dan aman.

m, TARGET/SASARAN

Target dan sasaran memberikan kenyamanan dan keseragaman bagi taruna yang

beraktifitas di lingkungan Politeknik llmu Pelayaran (PIP) Semarang.

jy. orgajnisasjpejvg^aan

a. Kementerian

b. Satker

c. KPA

d. PPK

Kementerian Pehubungan

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Capt. DIAN WAHDIANA, M.M

HERIPRASETYO, S.M.

V. sumberdanaperkiraanpembiayaan

a. Sumber dana yang tersedia dalam DIPA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN

SEMARANG imtuk membiayai Kegiatan Pengadaan Masker Taruna Politeknik

llmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 sebesar Rp 1.091.050.000 (Satu

miliyar Sembilan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah).

b. Total perkiraan biaya (HPS) yang diperlukan untuk Pengadaan Masker Taruna

Politeknik llmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 sebesar Rp

199.503.480,00 (Seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga ribu empat

raus delapan puluh rupiah).



VL JANGKAWAKTUPELAKSANAANPEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekeijaan ini adalah selama 5 (Lima) Hari kalender.

Vn. LINGKUP PEKERJAAN

a. Uraian Pekerjaan

1. Lingkup Pekeijaan Pengadaan Masker Taruna Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP)

Semarang Tahun 2022 adalah Lingkimgan Civitas Akademika di PIP Semarang.

2. Penyedia melakukan Pengadaan Masker Taruna Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP)

Semarang Tahun 2022 di Lingkungan Civitas Akademika Politeknik Hmu

Pelayaran (PP) Semarang.

3. Penyedia melalcukan Pengadaan Masker Taruna Politeloiik Ilmu Pelayaran ̂ P)

Semarang Tahun 2022 sebelum jatuh tempo perjanjian keija sama berakhir.

b. Jumlah Hari Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksanaan pekegaan Pengadaan Masker Taruna Politeknik Ilmu Pelayaran (PP)

Semarang Tahun 2022 ini, dilaksanakan selama 5 (Lima) Hari kalender.

Semarang, 21 Maret 2022
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

HERIPRASETYO, S.M.

Penata Muda, (Hi/a)
NP. 19850429 201012 1003



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK ILMU RELAYARAN SEMARANG
^KAN

^ ' JALAN SINGOSARI 2A TELP. (62)024-8311527 FAX : (62)024-8311529

SEMARANG (62)024-8311528 Email : info@pip-semarang.ac.id
KODE POS 50242 Home Haae; www.DiD-semarana.ac.id

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

PENGADAAN MASKER TARUNA

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NO URAIAN JUMLAH

HPS

HARGA

SATUAN
JUMLAH

1 Masker 5052 pax Rp 35.900,00 Rp 181.366.800,00

jUMLAH Rp 181.366.800,00

PPN Rp 18.136.680,00

TOTAL Rp 199.503.480,00

Terbilang: Seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh
rvpiah

Semarang, 21 Maret 2022
Pejabat Pengadaan Barang / Jasa

PIP Semarang

HER] PRASETYO. S.M.

Penata Muda, Ill/a

NIP. 19850429 201012 1 003



JADWAL PROSES PENGADA.VN MAKER TARUNA

POLITEKNIK ILML PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NO KEGIATAN 20-Mar-22 2l-Mar-22 22-Mar-22 23-Mar-22 24-Mar-2: 25-Mar-22

-aft

Dokumcn Pengadaan Langsung

Lndangan kepada Peserta Terpilili

Psmasukan Dokumen Penawaran

Pembukaan Dokumen Penawaran

Evaluasi Penawaran

Klarifikasi dan Ncgosiasi Teknis dan PLu-ga

Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung

Rapat Pra Penunjukan

Penandatanganan Kontrak ̂  SPK

keterangan

□

SEMARANG, 22 MARET 2022
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA BELANJA RM

HARl KERJA

PROSES PELELANGAN

HARJ LIBLR KRISTIN ANITA INDRrVANO. S.ST. MM
Penibina, IVVa

NIP. !980(»602 200212 2 001



RINGKASAN SPK/KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari RM dengan metode Pengadaan Langsung

1. Nomor dan tanggal DIPA

2. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK

3. Nomor dan Tanggal Kontrak

4. Nama Penyedia / Perusahaan

5. NPWP / Alamat Perusahaan

6. Nilai/Harga Pekeijaan

7. Uraian / Volume Pekeijaan

8. Cara Pembayaran

9. Jangka Waktu Pelaksanaan

Pekerjaan

10. Tanggal Penyelesaian Pekeijaan

11. Jangka Waktu Pemeliharaan

12. Ketentuan Sanksi/Denda

SP DIPA-022.12.1.414330 /2022 tanggal 17 November 2021

022.12.DL.3996.SAB.006.601.B.521241

PL.102/60/11/PIP.SMG-2022 Tanggal 25Maret2022

CV.PUTRAMANDIRI

01.896.686.1-504.000 / Jl. Ker^u 111/4 Tanjungmas, Semarang Utara,
Semarang

Rp 198.392.040,- (Seratus sembilan puluh delapan juta tiga raius

sembilgn piduh dug rihu empgt puluh riipigh)

Pengadaan Masker Taruna

Dibayarkan sekaligus 100% dilakukan melalui PT. Bank Pembangunan

Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Utama dengan Nomor Rekening

1.034.14041.6 atas nama CV. PUTRA MANDIRI

5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 25 - 29 Maret 2022

29 Maret 2022

Apabila tegadi keterlambatan penyelesaian pekegaan akibat dari

kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda

k^erlambatan 1 %o (saty pgrsenbu) pe.r hari dari Hyrga Pekeijaan.

Catalan :

Apabila teijadi addendum kontrak maka

data kontrak agar disesuaikan dengan

perubahannya.

Semarang, 25 Oktober2021

PEJABAT PEMBUAT KOMTMEN RM

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG

r

HERIPRASETYO. S.M.

Penata Muda (Ill/a)
NIP. 19850429 201012 1 003




















































































